
/ 
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan 
Daerah-daerah tingkat JI di Sulawesi ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 1822 ) ; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 12 Tahun 2015 ten tang Pedoman Evaluasi Atas 
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, bahwa untuk melaksanakan evaluasi 
implemantasi SAKIP pimpinan instansi pemerintah 
menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implemen tasi 
SAKJP di lingkungan instansi masing-rnasing mengacu kepada 
Peraturan Menteri ini, maka dipandang perlu menetapkan 
ten tang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Si stem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 
Lingkungan Pemerintah Kota Makassar; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota Makassar tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 
Lingkungan Pemerintah Kota Makassar. 

WALIKOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 

TENT ANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 

NOMOR 10 TAHUN 2018



11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011Nomor310); 
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norn or 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 ten tang 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Mares, dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970}; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar 
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

9. Peraturan PemerintahNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 



10. 

9. 

7. 

Daerah adalah Kota Makassar; 
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar; 
Walikota adalah Walikota Makassar; 
lnspektorat adalah lnspektorat Daerah Kota Makassar; 
lnspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kota Makassar; 
Inspektur Pembantu Wilayah adalah lnspektur Pembantu Wilayah pada 
Inspektorat; 
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan 
Daerah; 
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya 
disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 
tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan 
teknis urusan pemerintahan di Daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 
tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada 
instansi pernerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya 
terdapat kepentingan negara sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan, yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan 
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang; 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan 
pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah 
daerah, yang terdiri dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pernbangunan, 
Inspektorat Jenderal Departernen, lnspektorat/unit pengawasan intern pada 
Kementerian Negara, Inspektorat/unit pengawasan intern pada 
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat 
Propinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS 
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); 

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Derah Kota 
Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 
2009). 
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b. menjadi pedoman dan panduan bagi Tim Evaluator, untuk : 
1. memahami tujuan, penetapan ruang lingkup, strategi, metodologi,dan 

teknik yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi SAKIP; 

Pasal 2 
Maksud 

Peraturan Walikota ini, dimaksudkan untuk : 
a. menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen SAKIP bagi pejabat dan 

staf pelaksana pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di 
lingkungan Pemerintah Kota Makassar; dan. 

Bab II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

19. 

18. 

Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE, adalah suatu 
ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk 
penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub komponen; 
Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE, adalah dokumen 
bukti evaluasi yang berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti 
untuk perumusan temuan permasalahan sampai simpulan sebagai 
dokumentasi pelaksanaan evaluasi; 
Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE, adalah dokumen 
pelaporan yang berisi ikhtisar eksekutif, uraian hasil permasalahan atau 
temuan hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikan atas 
penerapan SAKIP pada evaluatan; 
Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas 
evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil 
evaluasi dan pemeringkatan Perangkat Daerah berdasarkan nilai hasil 
Evaluasi SAKIP. 

17. 

16. 

14. 

13. 

12. 

Pemerintah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 
Akuntabilitas K.inerja lnstansi Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat AKIP, adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 
untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan a tau kegagalan pelaksanaan 
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP, 
adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang 
capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang 
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah; 
Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat SAKIP, adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan 
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 
pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja 
pada tingkat pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan 
peningkatan kinerja instansi pemerintah; 
Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi 
Pemerintah yang selanjutnya disebut Evaluasi SAKIP adalah aktivitas 
analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan 
pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang 
ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit 
kerja pemerintah; 
Evaluatan adalah entitas yang dilakukan Evaluasi SAKIP yaitu Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dan/ atau unit kerja 
organisasi di lingkungannya; 
Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur atas nama 
Walikota untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi SAKIP; 

11. 

20. 

15. 
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Pelaksanaan Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
menghasilkan KKE dan LHE. 

(2) 

Pasal 6 
Pelaksanaan Evaluasi SAKIP dilakukan berdasarkan LKE yang berisi 
ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk 
penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub komponen 
evaluasi. 

(1) 

BAB III 
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN EVALUASI 

Uraian lebih lanjut mengenai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal 5 

a. Perencanaan Evaluasi; 
b. Penugasan; 
c. Ruang Lingkup Evaluasi; 
d. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi; 
e. Metodologi Evaluasi; 
f. Teknik Evaluasi; 
g. Komponen Penilaian; dan 
h. Pelaporan dan Pemeringkatan Hasil Evaluasi. 

Pasal 4 
Ruang Lingkup 

Ruang Iingkup Peraturan Walikota ini, meliputi : 

d. 

c. 

b. 
memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah 
dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerin tah Kota Makassar; 
menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan hasil Evaluasi 
SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit organisasi di lingkungan Pemerintah 
Kota Makassar; 
memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah dan unit 
organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar; dan 
memonitor pelaksanaan tindaklanjut saran perbaikan hasil Evaluasi SAKIP 
periode sebelumnya . 

a. 

Pasal 3 
Tujuan 

Tujuan Evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut: 

2. menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses 
Evaluasi SAKIP; dan 

3. menyusun LHE dan memahami mekanisme pelaporan serta proses 
pengolahan data hasil Evaluasi SAKIP. 
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SERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 

Diundangkan di Makassar 
padatanggal 25 JUNI 2018 
Pj. SEKRETARIS OTA MAKASSAR, 

A. NAISYAH T. AZIKIN 

WALIKOTA MAKASSAR, 

Ditetapkan di Makassar 
padatanggal25 JUNI 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Makassar. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

LKE, KKE dan format LHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam 
Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini . 

(5) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W dan Whistleblower 
jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan 
mengundang Whistleblower untuk memperoleh tambahan informasi sebelum 
diterbitkannya Surat Tugas. 

(4) Hasil Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan 
dalam LHE yang dituangkan dalam bentuk surat yang berisi ikhtisar 
eksekutif, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran 
perbaikan atas penerapan SAKIP pada evaluatan. 

(3) Bukti pelaksanaan Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), didokumentasikan dalam KKE yang berisi fakta dan data yang dianggap 
relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan sampai 
simpulan. 

TTD

TTD
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II. PERENCANAAN EVALUASI. 
a. Pelaksanaan evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Makassar perlu 

memperhatikan kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator 
yaitu ketersediaan waktu, dana, orang/personil yang berkompeten 
clalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang menclukung 
pelaksanaan evaluasi. 

b. Fokus evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Makassar adalah untuk 
meningkatkan mutu manajemen akuntabilitas berbasis kinerja clan 
peningkatan pencapaian kinerja Perangkat Daerah clan unit kerja 
organisasi di lingkungannya dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang berorientasi hasil. 

c. Evaluasi SAKIP clilaksanakan dengan strategi untuk peningkatan mu tu 
penerapan manajemen berbasis kinerja (SAKIP). 

b. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah 
mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya 
peningkatan kinerja instansi pernerintah, maka perlu dilakukan suatu 
evaluasi implementasi SAKIP. Bagi Pemerintah Daerah, evaluasi ini 
diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah daerah untuk secara 
konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian 
kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD. 

c. Pelaksanaan evaluasi SAKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 
Untuk itu diperlukan adanya Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP 
yang dapat dijaclikan pancluan bagi Tim Evaluator dan dalam 
pelaksanaan manajemen SAKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada 
Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah 
Kota Makassar. 

LATAR BELAKANG. 
a. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang 

dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan 
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas 
pelayanan publik kepada rnasyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan 
akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas iru 

dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden 
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. 

I. 

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 

LAMPIRAN I 
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI 
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
MAKASSAR. 

• 

• 
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III. PENUGASAN 
a. Evaluasi SAKIP Pernerintah Kabupaten Pekalongan dilaksanakan 

Inspektorat Kota Makassar. 

b. Inspektur atas nama Walikota Makassar membentuk dan menugaskan 
Tim Evaluator masing-masing Perangkat Daerah yang akan dievaluasi 
dengan menerbitkan Surat Perintah. 

c. Persyaratan kompetensi yang harus dimiliki Tim Evaluator adalah telah 
mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis tentang SAKIP, minimal 
Pelatihan di Kantor Sendiri (in house training) mengenai Evaluasi SAKIP. 

Strategi yang dijalankan menggunakan prinsip sebagai berikut: 
1. Partisipasi dan evaluasi bersarna dengan pihak yang dievaluasi; dan 
2. Proses konsultasi secara terbuka, terutarna yang terkait dengan 

pengembangan SAKIP. 

d. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun 
sebelumnya, jika cukup relevan perlu disarnpaikan kepada Walikota 
Makassar dan Pimpinan Perangkat Daerah yang dievaluasi. 

e. Evaluasi SAKIP dilaksanakan melalui program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala 
Daerah dengan kegiatan Evaluasi Tahunan SAKIP yang dianggarkan 
dalam APBD Kata Makassar setiap tahunnya. 

f. Sebelum dilaksanakan evaluasi, dilakukan persiapan teknis antara lain 
rapat koordinasi Tim Evaluator, penjelasan teknis evaluasi kepada 
evaluatan, dan pengiriman dokumen pendukung evaluasi dari pihak 
evaluatan untuk dipelajari serta dianalisis oleh Tim Evaluator . 

g. Dokumen pendukung evaluasi berupa data/informasi yang diharapkan 
diperoleh oleh Tim Evaluator antara lain: 
1. Tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah; 
2. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas, 

fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah; 
3. Sistem Informasi yang digunakan dalarn mendukung pelaksanaan 

tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah; 
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah; 
5. Laporan Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah; 
6. Renstra Perangkat Daerah; 
7. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 
8. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah; 
9. RKA Penetapan dan Perubahan, 
10. DPA Penetapan dan Perubahan, 
11. Perjanjian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah dan eselon di 

bawahnya, 
12. lndikator Kinerja Utarna Perangkat Daerah, 
13. Standar Operasional Prosedur (SOP), dan 
14. Dokumen lainnya berupa surat/data/laporan/printscreen sebagai 

bukti pelaksanaan kegiatan yang mendukung penilaian kinerja. 

• 

• 



VI. METODOLOGI EVALUASI 
a. Metodologi evaluasi menggunakan teknik "criteria referrenced survey" 

dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap 
komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria 

V. TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI. 
Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Makassar dilaksanakan melalui: 
a. Reviu tindak lanjut saran perbaikan basil evaluasi SAKIP periode tahun 

sebelumnya. 
b. Pelaksanaan evaluasi atas penerapan SAKIP melalui pengumpulan, 

analisis, dan interpretasi data, 
c. Pelaksanaan evaluasi atas pengukuran pencapaian kinerja ( ouput dan 

outcomes). 
d. Penyusunan saran perbaikan. 
e. Penyusunan peringkat dan penetapan nilai serta kategori basil evaluasi. 
f. Penyusunan LHE. 
g. Penyebaran dan Pengkomunikasian LHE. 

b. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi SAKIP mencakup: 
1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya 

perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; 
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; 
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; 
4. Evaluasi terhadap kebijakan evaluatan yang bersangkutan; dan 
5. Penyusunan peringkat dan kategori basil evaluasi. 

IV. RUANG LINGKUP EVALUASI 
a. Ruang lingkup evaluasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap 

perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan 
anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, 
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta 
pencapaian kinerja. 

d. Masing-masing Tim Evaluator, terdiri dari: 
1 (satu) orang Pengawas Tim: Inspektur; 
1 (satu) orang Ketua Tim Inspektur Pembantu Wilayah; 
3 (tiga) orang Anggota Tim pejabat fungsional (Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Daerah/ Auditor) 

e. Dalam hal jumlah pejabat fungsional belum memenuhi sejurnlah tim 
yang dibentuk, Anggota Tim dapat ditugaskan dari unsur calon pejabat 
fungsional atau staf yang telah mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis 
Evaluasi SAKIP atau Pelatihan di Kantor Sendiri (in house training) 
mengenai Evaluasi SAKIP. 

f. Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan oleh 
lnspektorat Kota Makassar sekurang-kurangnya dilaksanakan terhadap 
30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Perangkat Daerah Kota 
Makassar . 

• 
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No. Komponen Bo bot Sub Komponen (Bobot) 
A. Perencanaan Kinerja 30% I. Perencanan Strategis (10"/o), meliputi: 

a. Pemenuhan Renstra (2%), 
b. Kualitas Renstra (5%), dan 
c. lmplementasi Renstra (3"A>) 

VIII. KOMPONEN PENILAIAN 
a. Evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta 

obyektif Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan perencanaan 
kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan 
capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang 
ada dalam LKE. 

b. Komponen-komponen yang dievaluasi meliputi: 
1. Perencanaan Kinerja; 
2. Pengukuran Kinerja; 
3. Pelaporan Kinerja; 
4. Evaluasi Internal; dan 
5. Capaian Kinerja. 

c. Setiap komponen evaluasi terdiri atas sub-sub komponen dengan 
bobot penilaian sebagai berikut 

VII. TEKNIK EVALUASI 
a. Teknik evaluasi pada dasamya merupakan cara/alat/metode yang 

digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik 
evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun yang 
terpenting adalah dapat memenuhi tujuan evaluasi. 

b. Teknik pengumpulan data, antara lain: 
1. kuesioner; 
2. wawancara; 
3. observasi; 
4. studi dokumentasi; dan 
5. kombinasi beberapa teknik tersebut di atas. 

c. Teknik analisis data, antara lain: 
1. telaahan sederhana; 
2. survei sederhana; 
3. verifikasi data; 
4. met ode statistik; 
5. pembandingan (benchmarking); dan 
6. berbagai analisis dan pengukuran. 

evaluasi dari masing-masing komponen dan sub komponen yang telah 
ditetapkan dalam suatu LKE. 

b. Dalam menilai apakah Perangkat Daerah telah memenuhi suatu kriteria, 
harus didasarkan pada fakta obyektif dan professional judgement dari 
Tim Evaluator dengan kebenaran-kebenaran nonnatif yang secara 
umum dianggap baik, antara lain berdasarkan pada: 
1. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 
2. Peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP; dan 
3. Penerapan praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja dan 

sistem akuntabilitas kinerja yang baik. 

• 

• 
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d. Setiap sub-komponen akan dibagi ke dalam beberapa pertanyaan 
sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap 
pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c 
atau a/b/c/d/e. 
Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang 
langsung dapat dijawab ya atau tidak. Setiap jawaban ~a" akan 
diberikan nilai 1 (satu) sedangkanjawaban "Tidak" akan diberikan nilai 
0 (nol). 

Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan­ 
pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala 
ordinal. Untuk jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c, penilaian didasarkan 
pada professional judgement Tim Evaluator dengan mempertimbangkan 
hal-hal yang mempengaruhi setiap kriteria dan memperhatikan 
petunjuk sesuai LKE serta didukung dengan KKE. 

Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa 
sub-kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban "ya" atau 
"tidak" pada masing-masing sub kriteria tersebut. (Misalnya untuk 
menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana 
berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu 
indikator kinerja, rnaka penilaian "ya" atau "tidak,, dilakukan atas 
masing-masing sasaran dan/ atau masing-masing indikator kinerja, 
baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh). 

e. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan 
dilakukan sebagai berikut: 
1. Tahap pertarna dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada 

setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu 
misal : sub-komponen lndikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 
10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) 
pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab "Ya" ada 3 
(tiga) pertanyaan maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: 
(3/10) x 10 = 3; 

• 
Penilaian terhadop buhr A sampai dengan D terkalt dengan penerapan SAKIP pada Pero.ngkat Daerah, 
sedangko.n butir E terkait dengan pencapaian kinerja baik yang tertuang dalam dokumen LKjlP maupun 
dokumen lainnya. 

Perencanaan Kinerja Tahunan (20''1o), meliputi: 
a. IPemenuhan RKT (4%), 
b. Kualitas RKT (10%), dan lmplementasi RKT (6"/o). 
c, 

B. Pengukuran Kinerja 25% r, Pemenuhan pengukuran (5"/o) 
II. Kualitas Pengukuran (12,5'>/o) 
III. lmplementasi pengukuran (7,9'1o) 

c. Pelaporan Kinerja 15% ). Pemenuhan pelaporan (3°/o) 
11. Penyajian Informasi Kinerja (7,5%) 
Ill. Pemanfaatan lnformasi Ki.nerja (4,5%) 

D. Evaluasi Kinerja W'lo ). Pemenuhan evaluasi (2"/o) 
II. Kualitas evaluasi (5%) 
Ill. Pemanfaatan evaluasi (3°/o) 

E. Capaian Kinerja 20'>/o I. Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) 
II. Kinerja yang dilaporkan (outcome) ( 12,9'/o) 

Total 100% 

. _,, 



h. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka 
dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari 
tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut: 
1. Reviu tingkat 1 (satu) dilakukan di masing-masing tim evaluator 

oleh Ketua Tim dan Pengawas Tim; dan 
2. Reviu tingkat 2 (dua) dilakukan dalam bentuk forum 

panel/ekspose, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai 
dan pen en tu an kategori basil evaluasi. 

No. Kategorl Nilai Angl<.a Interpretasi 
1. AA >90·100 Sangat Memuaskan 
2. A >80·90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan 

sangat akuntabel 
3. BB >70·80 Sangat Baile, Akuntabel, berkinerja baile, memiliki sistem 

manajemen kinerja yang andal. 
4. 8 >60·70 Baile, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem 

yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu 
sed.ikit perbaik.an . 

5. cc >50·60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baile, taat 
kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk 
memproduksi infonnasi kinerja untuk pertanggung jawaban, 
perlu banyak perbaikan tidal< mendasar. 

6. c >30-50 Kurang, Si stem dan tat an an kurang dapat diandalkan I 

mem.iliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak 
perbailean minor dan perbaik.an yang mendasar. 

7. D 0·30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidal< dapat diandalkan 
untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, 
sebagian perubahan yang sangat mendasar. 

• 

2. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan 
dipergunakan untuk menentukan tingkat alruntabilitas Perangkat 
Daerah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori 
sebagai berikut: 

g. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan akan 
dilakukan sebagai berikut: 
1. Penyimpulan atas hasil reviu terhadap alruntabilitas kinerja 

dilalrukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing­ 
masing komponen; • 

f. Setiap langkah yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik 
evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE yang berisi fakta dan 
data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan 
permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian 
fakta yang ada, analisis, sampai pada kesimpulannya. 

2. Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang 
memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub 
kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata­ 
rata; dan 

3. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai 
sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu 
untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100. 

~· 
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g. Inspektur Kota Makassar menyusun Ikhtisar Hasil Evaluasi 
sebagai laporan kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi dengan 

IKHTISAR EKSEKUTIF 
BAB I PENDAHULUAN 

DASAR HUKUM EVALUASI 
LATAR BELAKANG 
TUJUAN EVALUASl 
RUANG LINGKUP EVALUASI 
METODOLOGI EVALUASI 
GAMBARAN UMUM EVALUATAN 
GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP 
TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA 

BAB II HASIL EVALUASJ 
A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA 
B. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA 
C. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA 
D. EVALUASI ATAS EVALUASI INTERNAL 
E. EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA 

BAB III PENUTUP 
LAMPI RAN 
KERTAS KERJA EVALUASI 

A. 
B. • c. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 

• 

b. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan 
hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja Perangkat Daerah 
yang dievaluasi. Hasil evaluasi harus diungkapkan secara jelas dan 
telah dikomunikasikan kepada Perangkat Daerah yang dievaluasi untuk 
mendapatkan konfirmasi dan tanggapan secukupnya. 

c. LHE harus disusun dan diselesaikan selambat-lambat 15 (lima belas) 
hari kerja sejak dilaksanakannya permintaan keterangan/wawancara 
terhadap evaluatan. 

d. LHE disarnpaikan kepada pimpinan Perangkat Daerah yang d.ievaluasi 
dengan tembusan kepada Walikota Makassar dan Gubemur 
Sulawesi Selatan Cq. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan. 

e. Penulisan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang 
baik, antara lain: penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif 
untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau 
membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. 

LHE diketik dalarn kertas HVS ukuran A4 (kwarto) menggunakan jenis 
huruf Bookman Old Style ukuran 11 dengan paragraf spasi 1 (satu). 
Secara garis besar, outline LHE atas implementasi SAK.IP adalah sebagai 
berikut: 

f. 

IX. PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI 
a. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAK.IP harus menghasilkan 

KKE dan LHE. LHE im disusun berdasarkan berbagai hasil 
pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan 
dalam KKE. 

-~ 



b. Fokus evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Makassar adalah untuk 
meningkatkan mutu manajemen akuntabilitas berbasis kinerja dan 
peningkatan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan unit kerja 
organisasi di lingkungannya dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang berorientasi hasil, 

c. Evaluasi SAKIP dilaksanakan dengan strategi untuk peningkatan mutu 
penerapan manajemen berbasis kinerja (SAKIP). 

II. PERENCANAAN EVALUASI. 
a. Pelaksanaan evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Makassar perlu 

memperhatikan kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator 
yaitu ketersediaan waktu, dana, orang/personil yang berkompeten 
dalam melakukan evaJuasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung 
pelaksanaan evaluasi. 

b. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah 
mengimplementasikan SAKlP, serta sekaligus untuk mendorong adanya 
peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu 

. evaluasi implementasi SAKIP. Bagi Pemerintah Daerah, evaluasi ini 
diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah daerah untuk secara 
konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujtidkan capaian 
kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD. 

c. Pelaksanaan evaluasi SAKlP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 
Untuk itu diperlukan adanya Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP 
yang dapat dijadikan panduan bagi Tim Evaluator dan dalam 
pelaksanaan manajemen SAKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada 
Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah 
Kota Makassar. 

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABJLITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 

I. LATAR BELAKANG. 
a. Penguatan akuntabilitas kinerja rnerupakan salah satu program yang 

dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan 
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas 
pelayanan publik kepada masyarakat, clan meningkatnya kapasitas dan 
akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ll1l 

dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden 
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi 
Pemerintah. 

LAMPIRAN I 
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN EVALUASI 
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
MAKASSAR. 

-----·-- - 
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MOH. RAMDHAN POMANTO 

WALIKOTA MAKASSAR, 

b. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Tim Evaluator SAKIP harus 
mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru 
di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan auditing, serta senantiasa melakukan 
komunikasi dan konsultasi dengan Instansi Pemerintah yang lebih tinggi yang 
kompeten dengan pengembangan SAK.IP; dan 

c. Keberhasilan pelaksanaan evaluasi SAK1P diharapkan dapat mencapai tujuan dari 
SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerinta.h dan meningkatnya 
akuntabilitas instansi pemerinta.h terhadap kinerjanya. 

X. PENUTUP 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Evaluasi SAK.IP adalah: 
a. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi laporan kinerja merupakan bagian dari siklus 

manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigrna baru dalam manajemen 
pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil; 

h. Ikhtisar basil evaluasi tersebut disampaikan kepada Walikota Makassar dengan 
tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

pemeringkatan Perangkat Daerah yang dievaluasi berdasarkan nilai hasil 
evaluasi. 

• 

• 
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NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PENJELASAN 
A. PERENCANAAN KINERJA (30%) 

I. PERENCANAAN STRATEGIS (100/o) 

a. PEMENUHAN RENSTRA (2"A>) 

1. Renstra Perangkat Daerah telah disusun Cukup jelas (Y /T) 
2. Renstra telah memuat tujuan Cukup jelas (Y /T) 
3. Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi A. apabila seluruh tujuan telah dilengkapi dengan ukuran 

dengan ukuran keberhasilan (indikator} keberhasilan; 
B. apabila > 90% tujuan telah dilengkapi dengan ukuran 

keberhasilan; 
C.apabila 75%< tujuan yang tel ah dilengkapi dengan 

ukuran keberhasilan < 90%; 
D.apabila 20%< tujuan yang tel ah dilengkapi dengan 

ukuran keberhasilan < 75%; dan 
E. apabila tujuan yang telah dilengkapi dengan ukuran 

keberhasilan < 2096 

ukuran keberhasilan tujuan adalah ukuran atau parameter 
terukur yang merepresentasikan tercapai/ teruns jud a tau 
tidaknya tujuan. yang ditetapkan. 

Cata tan: 
Dalam kondisi tertentu, ukuran keberliasilan tujuan dapat 
direpresentasikan o(eh indikator sasaran tahun t.erakhir dari 
periode Renstra; 

4. Tujuan telah disertai target A. apabila seluruh tujuan telah ditengkapi dengan target 
keberhasilannya pencapa.iannya; 

B. apabila > 90% tujuan telah dilenglcapi dengan target 
pencopaiannya,· 

C. apabila 75%< tujuan yang telah dilengkapi dengan target 
pencapaiannya < 90%; 

D. apabila 20%< tujuan yang telah dilengkapi dengan target 
pencapaiannya < 75%; dan 

E. apabila tujuan. yang telah dilengkapi dengan target 
pencapaiannya < 20%. 

Catatan: 
Dalam kondisi terteniu, target tujuan dapat 
direpresentasikan oleh target sasaran tahun terakhir dari 
periode Renstra. 

5. Dokumen Renstra telah memuat sasaran Cuk:upjetas {Y/TJ 
6. Dokumen Renstra telah memuat A. apabila seluruh sasaran telah dilengkapi dengan 

indikator kinerja sasaran indikatomya; 
B. apabila > 90% sasaran tetah dilengkapi dengan 

indikatomya; 
C. apabila 75%< sasaran yang telah dilengkapi" dengan 

indikatomya < 90%; 
D. apabila 20%< sasaran yang telah dilengkapi dengan 

indikatomya < 75%; dan 
E. apabila sasaran yang tclah dilengkapi dengan 

indikatomya -c 20% 

7. Dokumen Renstra t.elah memuat target A. apabila seluruh sasaran telah dilengkapi dengan target 
tahunan pencapaiannya; 

B. apabila > 90% sasaran telah dilengkapi dengan target 
pencopaiannya; 

C. apabila 75%< sasaran yang telah dilengkapi dengan 
target pencapaiannya < 90%; 

D. apabila 20%< sasaran yMg telah dilengkapi dengan 
target peri.capaiannya < 75%; dan 

E. apabila sasaran yang telah dilengkapi dengan target 
pencapaiannya < 20% 

r 

LEMBAR KRITERIA EVALUASI (LKE) SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 

LAMPIRAN II 
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI 
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
MAKASSAR. 

• 
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13. lndikator kinerja sasaran (outcome dan A. apabila lebih dari 90% indikator sasaran dalam Renstra 
output) tel ah memenuhi kriteria indikator telah mem.enuhi kriteria SMART dan Cukup; 
kinerja yang bail< B. apabila 75%< !11.dikator SMART< 90%; 

C. opabila 40%< lndikator SMART<75%; 
D. apobila 10%< lndikator SMART<40%; dan 
E. apabila indikator yang SMART< 10% 

12. Sasaran telah berorientasi hasil 

...,. 

Kriteria ukuran keberhasilan yang baik; SMART: 
Spesif"ic: Tidak; berdwimakna 
Measureoble: Dapat diukur, dapat diidentif"lkasi satuan atau 
parametemya 
Achievable: Dopat dicapai; relevan dengan tuqas fungsinya 
(domainnya) dan. dalam kendalinya (contollabte) 
Relevance: Terkait langsung dengan (merepresentasikan) 
opa yang akan diukur 
Timebound: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu 
tertentu 
Cukup, dari segijumlah, ukuran keberhasitan yang ada 
htuus cukup mengindikasikan tercapainya tujuwi, sasaran 
dan hasil program 

A. apabila lebih dari 90% ukuran keberhasilan tujuan dalam 
Rettstra telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 

B. apabila 75%< ukuran keberhasilan SMART< 90%; 
C. apabila 40%< ukuran keberhasilan SMART<75%; 
D. opabila 10%< ukuran keberhasilan SMART<40%; datl 
E. apabila ukuran keberhasilan. yang SMART< 10% 

11. Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan 
(outcome) telah memenuhi kriteria ukuran 
keberhasilan yang baik 

• 
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KUAUTAS RENSTRA (5"/o) b. 
A. opabila lebih dari 90% tujuan yang ditetapkan tetah 

berorientasi hasil; 
B. apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil ~ 90%; 
C. opabila 40%< tujuari yarig berorientasi hasil ~75%; 
D. apabila 10% < tujuwt yang berorientasi hasi/<40%; clan 
E. opabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil < 10%. 

Kriteria berorientasi hasil: 
- berkualitas outcome atau output penting bukan 

proses/kegintan; 
- menggambarkan kondi.si atau output penting yang ingin 

diwujudkan atau seharusnya tenoujud; dan 
- terkait dengan isu strategi.s organisasi sesuai de11gatl 

tugas dan funqsi organi.sasi. 

10. Tujuan telah berorientasihasil 

Y jilca dokumen Renstra dapat diakses dengan mudah 
setiap saat (misalnya: melalui website resmi Pemerintah 
Kabupaten atau media lain yang memudahkan publik 
untuk mengakses). 

T jika dokumen Renstra tidak dapat diakses dengan mudah 
setiap saat (misalnya: melalui website resmi Pemerintah 
Kabupaten atau media lain yang memudahkati publik 
untuk mengakses} . 

9. Renstra telah dipublikasikan 

• 

* Renstra dikatakan menyajikan (memanf aatkan) IKlJ jika 
tujuan dan atau sasaran yang ada dapat 
direpresentasikan (relevan) dengan IKU yang sudah 
diformalkan. 

• Kriteria ini berlaku denga11 asumsi IKU yang diformalkan 
telah memenuhi kriteria IKlJ yang baik seperti Spesiflk, 
Dopat Diukur dan Re/evan dengwi Kinerja Utama Kl L 
atau Unit Kerja. 

A. opabila lebih dari 90% indikator yang ada di Renstra tetah 
menggambarkan kinerja utama pemda/Organisasi; 

B. apabila 75%< indikator yang menggambarkan kinerja 
utamapemda/Organisa.si~ 90%; 

C. opabila 40%S. indikator yang menggambarkan kinerja 
utama pemda/Organisasi s. 75%; 

D. apabila 10%_! indikator yang menggambarkan kinerja 
utama pemda/Organisasi S. 40%; dan 

E. apabila indikator yang menggambarkan kinerja utama 
pemda/Organisasis. 10% 

Renstra telah menyajikan JKU 8. 
PENJELASAN KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

A. opabila lebih dari 90% sasaran dalam renstra/hasil 
program telah berorientasi hasil; 

B. apabila 75%< berorientasi hasil < 90%; 
C. opabila 40%< berorientasi hasil <75%; 
D. apabila I 0% < berorientasi hasil <40%; dan 
E. opabila kondisi jangka menengah dan sasaran yang 

berorientasi hasil < l 0% 

NO 



Penetapan hal·hal yang sehwusnya mengacu pada kriteria 
sbb: 
- mengacu/selaras dengan RPJMD; 
- mengacu/ selaras dengan kontrak kinerja (fika ada); 

A apabila lebih dari 90% tujuan, So.saran dan indikator 
Renstra telah mengacu pada seluruh kriteria yang 
ditetapkan; 

B. apabila lebih dari 75% tujuan, Sasaran dan indJcator 
Renstra telah mengacu pada selun.ih kriteria yang 
ditetapkan; 

C. apabila tujuan, Sa.saran dan indikator Renstra tidak 
mengacu pada isu strategis atau praktik terbaik; 

D. apabila tujuan, Sa.saran dan indikator Renstra yang 
mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan tidak 
lebih dari 10%; dan 

E. apabila lebih dari 75% tujuan. Sa.saran dan indikator 
Renstra yang ditetapkan tidak menggambarkan core 
business dan isu stracegis yang berkembang. 

Ookumen Renstra telah menetapkan hal­ 
hal yang seharusnya ditetapkan 

17. 

Kriteria keselarasan mengacu pad a kondisi-kondisi berikut: 
- Tujuan dan Sasaran·sasaran yang ada di Renstra 

merupakan tujuan dan sasaran·sasaran yang akan 
diwujudkan dalam RPJMD; 

- Target-target kinerja Renstra merupakan breakdown dari 
target·target kinerja dalam RPJMD; dan 

- Sa.saran, indikator dan target yang ditetapkan dCilam 
Renstra menjadi penyebab (memiliki hubungan 
kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di 
RPJMD. 

Program/ Kegiatan dikatakan merupakan cara untuk 
mencapai iselaras dengan) tujuan. dan sasaranjika 
memenuhi kriteria sbb: 
- Menjadi penyebab langsung terwujudnya tujuan dan 

so.saran; 
- Releoon; 
- Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas); dan 
- Cukup untuk mewujudkan tujuan dan so.saran dalam 

Renstra. 

A. apabila program/kegiatan yang ditetapkan telah 
memenuhi seluruh kriteria; 

B. apCibila program/kegiatart yang ditetapkan telah 
memenuhi sebagian besar kriteria; 

C. apabila program/ kegiatan yang ditetapkan menjadi 
penyebab tidak langsung terwujudnya tujuan dan 
sasaran; 

D. apabila program/kegiatan yang ditetapkan dianggap 
tidak cukup untuk mencapai tujuan dan sasaran; dan 

E. apabila penetapan program/kegiatan mendahului (atau 
tidak disertai dengan) penetopan tujuan dan sasaran. 

Program/kegiatan merupakan cara 
untuk rnencapai tujuan/sasaran/hasil 
program/hasil kegiatan 

LS. 

16. Dokumen Renstra telah selaras dengan A. apabila > 90% tujuan dan sasaran yang ditetapkan 
Dokumen RPJMD tetah selaras; 

B. apabila 75% < tujuan dan sasaran yang selaras < 90%; 
C. apabila 40% < tujuan dan sasaran yang selaras < 75%; 
D. apabila 10%< tujuaa dan so.saran yang selaras < 40%; 

dan 
E. apabila tujuan dan sasaran yang selaras < l 0%. 

Kriteria Target yang baik: 
- Menggambarkan sualu tingkatan tertentu yang 

seharusnya dicapai Itermasuk tingkatan yang standar, 
generally accepted); 

- Selaras dengan RPJMN/RPJMD/Renstra; 
- Berdasarkan (relevan dgn} indikator yang SMART; 
- Berdasorkan. basis data yang memadai; dan 
- Berdasarkan. argumen dan perhitungan yang logis 

A. apabila > 90% target yang ditetapkan memenuhi seluruh 
kriteria target yang baik; 

B. apabila 75% < target yang memenuhi seluruh laiteria .s. 
90%; 

C. apabila sebagian besar ( > 75%) target ya11g ditetapkan 
tidak berdasarkan basis data yang memadai dan 
argumen yang logis; 

D. apabila sebagian besar ( > 75%) target yang ditetapkan 
tidak berdasarkan indikator yang SMART; dan 

E. apabila sebagian besar ( > 75%} target yang ditetapkan 
tidak memenuhi seluruh kriteria target yang baik. 

14. Target kinerja ditetapkan dengan baik 
PENJELASAN NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

~ -. 

• 
t 

• 



A. apabila Renstra tetah direviu dan hasilnya 
menunjukkan kondisi yang lebih bnik (terdapat inovasi); 

B. opabila Renstra tetah direviu secara berkala don 
hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini; 

C. apabila Re11stra tetah direviu, ada upaya perbaikan 
namun belum ada perbaikan yang signifrkan; 

D. apabila Renstra telah direviu; dan 
E. Tidak ada reviu/tidak diketahui apakah Renstra masih 

relevan dengan kondisi saat ini. 

Monitoring target {kinerja) jangko. menengah mengacu pada 
kriteria sbb: 
- Terdapat breakdown target kinerja jangka menegah 

kedalam target·target tahunwi dan periodik yang selaras 
dan terukur; 

- Terdopat pihak atau bagian yang bertanggungjawab 
untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara 
periodik; 

- Terdopat jadual, meko.nisme atau SOP yang jelas tentang 
mekanisme monitoring Renstra secara periodik; 

- Terdapat dokumentasi hasil monitoring/ copaian kinerja 
jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan 
kinerja; dan 

- Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring. 

A. opabila target jangka menengah {JM) telah dimonitor 
dan memenuhi seturuh kriteria yang disebutkan 
dibawah; 

B. apabila target JM telah dimt1riitor berdasarkan kriteria 
yang disebutkan dibawah, no.mun belum seluruh 
rekomendasi ditindaklanjuti; 

C. apabila target JM telah dimonitor dengan kriteria 
tersebut namun tidak ada tindak lwljut terhadap 
rekomendasi yang diberikan 

D. apabila monitoring target JM dilakukan secara 
insidentil, lidak terjaduat, tanpa SOP atau mekanisme 
yang jelas; dan 

E. Target JM lidak dimo11itor. 

Target jangka menengah dalam Renstra 
telah dimonitor pencapaiannya sampai 
dengan tahun berjalan 

Cata tart: 
pemitihan A/ B/ Cl DIE dengan asumsi. i11dikator tujuan dan 
sasaran di Renstra telah memenuhi kriteria SMART 

Kriteria Selaras atau {dapat) dijadikan acuan: 
- Target-target kinerja jangka menengah dalam Renstra 

tetah di-breakdown dalam (selaras dengan) target-target 
kinerja tahunan dalam rencana knerja tahunan; 

- Sasaran-sasaran yang ada di Renstra dijadikan outc()me 
atau hasil·hasil program yang akan diwujudkan datam 
rencana kinerja tahunan; 

- Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam 
perencanaan Organisasi menjadi penyebab (memiliki 
hubungan ko.usalitas) terwujudnya outcome atau hasil· 
hasU program yang ada di rencana kinerja t.ahunan, 

Dokumen Renstra digunakan sebagai 
acuan penyusunan Dokumen rencana 
kinerja tahunan. 

A. apabila >90% indikator tujuan dan sasarC.lll yang ada di 
Renstra telah selaras de11gan indikator hasil/ capaian 
program yang ada dalam rencana kinerja tahunan; 

B. opabila 75% < keselarasan indikator tujuan dan 
so.saran Renstra dengan indikator hasil/copaian 
program dalam rencana kirterja tahunan < 90%; 

C. opabita 40% < kesetarasan indikator tujuan dan 
sasaran Renstra dengan. indikator hasil/copaiar. 
program dalam rencana kinerja tahunan < 75%; 

D. opabila 10% < keselarasan indikator tujuan dan 
sasaran Renstra dengan indikator hasil/capaian 
program datam rencana kinerja tahunan < 40%; dan 

E. apabila keselarasan indikator tujuan dan sasaran 
Renstra dengan indikator hasil/capaian program dalam 
rencana kirterja tahunan < 10% 

18. 

19. 

20. Dokumen Renstra telah direviu secara 
berkala 

Jawaban tentang Implementasi Renstra harus selalu 
dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) 
tentang Pemenuhan dan Kualitas Renstra. 

JMPLEMENTASI RENSTRA (30/o) e, 

- mengacu/selaras dengan tugas danfungsi; 
- menggambarkan core business; 
- menggambarkan isu strategi.s yang berkembang di 

daerah (local issue); 
- menggambarkan hubungan kausalitas; dan 
- mengacu pada praktik-praktik terbaik. 

KOMPONEN/SUB KOMPONEN PENJELASAN NO 

• 

• 



NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PENJELASAN 

II. PERENCANMN KJNERJA TAHUNAN 
(20"A>) 

a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA 
TAHUNAN (4%) 

1. Dokumen perencanaan kinerja tahunan y apabila secara fonnal ada dokumen atau media yang 
telah clisusun memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator dan target 

kinerja (bukan kerja) tahunan yang akan dicapai serta 
strategi (program dan kegi.a.r.an) wttuk mencapai sasaran 
tersebut dan dibuat sebelum mengajukan anggaran. 

T Jika rencana kinerja dimaksud tidak menjadi prasyarat 
dalam pengajuan anggaran, maka jawaban harus 
"Tidak". 

2. Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun y apabila terdapat dokumen PK yang seaua formal telah 
ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan {Sesuai 
PerMenpan No 53/2014) 

3. PK telah menyajikan IKU A. apabila lebih dari 95% IKU telah diperjanjikan dalam PK 
Pemda/ Organisasi; 

B. apabilCl 80%< !KU yang telClh diperjanjikan dalam PK 
Pemda/ Organisasi < 95%; c. apabila 50%< IKU yang telClh diperjanjikan dalam PK 
Pemda/ Organisasi < 80%; 

D. apabila 10%< 1KU yang telClh diperjanjikan !1alam PK 
Pemda/ Organisasi < 5096; dan 

E. apabila IKU yang tel ah diperjanj{kan. dalam PK 
Pemda/Organisasi < 10% 

* PK dikatakan menyajikan (m.eman[aatkan) IKU jika 
tujuan dan a tau sasaran yang ada dapat 
direpresentasikan (relevan) dengan IKU yang sudah 
diformalkan. .. Kriteria ini berlaku dengan asumsi IKU yang 
diformalkan telah memen.uhi loiteria lKU yang baik 
sepeni Spesiflk, Dapat Diukur dan Relevan dengan 
Kinerja Utama Pemda atau Organisasi 

4. PK telah dipublikasikan y jika dokumen Perjanjian Kinerja dapat diakses dengan 
mudah setiap saat {misalnya: melalui website resmi 
Pemerintah Kabupaten atau media lain yang 
memudahkan publik untuk mengakses) 

b. KUALITAS PERENCANMN KINERJA 
TAHUNAN (lO"A>) 

5. Sasaran telah berorientasi hasil A. apabila lebih dari 9096 sasaran yang ada di dokumen. 
rencana kinerja t.ahunan dan di dokum.en perjan.jian 
kinerja telah berorientasi hasil; 

B. apabila 75% < sasaran telah berorientasi hasil ~ 90%; 
c. apabila 40% < sasaran telah berorientasi hasil ~ 75%; 
D. apabila 10% < sasaran telah berorientasi hasil ~ 40%; 

dan 
E . apabila sasaran telah berorientasi hasil ~ 1096 

Sasaran. dikatakan berorientasi hasil dengan kriteria sbb: 
- berkualitas outcome atau output peniing; 
- bukan proses/kegiatan; 
- menggambarkan kondisi yang seharusnya atau output 

penting yang ingin d.iwuju.dkan; 
- terkait dengan isu strategis organisasi 

6. lndikator kinerja sasaran dan basil A. apabila lebih dari 90% indikator sasaran dan hasil 
program (outcome) telah memenuhi program dalam. rencana kinerja tahunan dan PK telah 
kriteria indikator kinerja yang bail< memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 

B. apab11a 75%< Indikator SMART< 90%; c. apabila 4096< IndikatorSMART<75%; 
D. apabila l 0%< lndikator SMART<40%; dan 
E. apabila indikator yang SMART < 10% 

Kriteria ukuran keberhasilan yang baik; SMART: 
Spesif rc: Tidak berdwimakna 
Measureable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau 
parametemya 
Achievable: Dapat dicapa~ relevan dengan tugas fungsillya 
(domainnya) dan dalam kendalinya (contoUable} 
Relevance: Terkait langsung dengan (merepresentasikan) 
apa yang akan diukur 
Tim.ebound: Mengacu atau menggambarko.n. kurun i.mktu 
tertentu 

• 

• 



Kriteria se/aras: 
- Sasaran-sasaran yang ada di PK merupakan sasaran· 

sasaran yang akan diwujudkan dalam RPJMD/Renstra; 
- Target-target kinerja PK merupakan breakdown dari 

target-target kinerja dalam RPJMD/Renstra/RKP; dan 
- Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam PK 

menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) 
terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di 
RPJMD/ Renstra/ RKP. 

9. 

A. apabila lebih dari 90% sasaran dalam PK telah selaras 
dengan tujuan/ sasaran RPJMD/ Renstra/ RKPD; 

B. apabila 75% < keselarasan sasaran PK dengan 
RPJMD/ Renstra/ RKPD < 90%; 

C. apabi/a 40% < keselarasan sasaran PK dengan 
RPJMD/Renstra/RKPD < 75%; 

D. opabita l 0% < keselarasan sasaran PK dengan 
RPJMD/ Renstra/ RKPD c 40%; dan 

E. apabila keselaraswt sasaran PK dengan 
RPJMD/ Renstra/ RKPD < 10%. 

A. Jika untuk setiap sasaran yang ditetapkan dapat 
diident!{zkasikan kegiatan dan anggarannya, baik: yang 
bersifat langsung maupun tidak langsung.; 

B. Jika sasaran yang teridentifikasi sampai kepada 
anggarannya (langsung dan. tidak langsung) ~ 80%; 

C. Jika > SO% sasaran hanya dapat dikaitkan dengan 
anggaran yang bersif at langsung saja; 

D. Jika sasaran yang terkait dengan anggaran langsung .!. 
S0%;dan 

E. Jika sasaran ditetapkan setelah adanya kegiatan dan 
anggaran. 

Kegiatan merupakan 
mencapai sasaran 

8. 

Target kinerja ditetapkan dengan baik 

KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

10. Dokumen PK telah selaras dengan 
RPJMD /Renstra 

Pengertian kegiatan juga mencakup sub 
kegiatan/ komponen kegiatan. 

Kegiatan dikatakan merupakan cara untuk mencapai 
(selaras dengan) sasaran jika memenuhi kriteria sbb: 
- Menjadi penyebab langsung terwujudnya sasaran; 
- Releuon; 
- Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas); dan 
- Cukup untuk mewujudkan sasaran dalam rencana 

kinerja tahunan 

Kriteria Target yang baik: 
- Menggambarkart suatu tingkatan tertentu yang 

seharusnya dicapai (tennasuk tingkatan yang standar, 
generally accepted); 

- Selaras dengan RPJMD/ Renstra; 
- Berdasarkan (relevan dengan] indikator yang SMART; 
- Berdasarkan basis data yang memadai; dan 
- Berdasarkan atpumen dan perhitungan yang log is. 

A. apabila > 90% target yang ditetapkan dalam rencana 
kinelja tahunan dan di PK memenuhi seluruh kriteria 
target yang btuk; 

B. apabila 75% < target yang memenuhi seluruh kri.teria ,!: 
90%; 

C. apabila sebagian besar ( >75%) target yang ditetapkan 
tidak berdasarkan basis data yang memadai dan 
argumen yang logis; 

D. apabila sebagian besar ( > 75%) target yang ditetapkan 
tidak berdasarkan indikator yang SMART; dan 

E. apabila sebagian besar ( >75%) target yang ditetapkan 
tidak memenuhi seluruh kriteria target yang baik. 

Cukup, dari segiju.mlah., ukuran keberhasilan yang ada 
harus cukup mengindikasikan tercapainya tujuon; sasaran 
dan hasil program 

PENJELASAN 

Kegiatan da!am rangka mencapai 
sasaran telah didukung oleh anggaran 
yang rnemadai 

7. 

cara untuk A. apabila kegiatan yang ditetapkan memenuhi selwuh 
kri.teria; 

8- apabila kegiatan yang ditetapkan telah memenuhi 
sebagian besar kriteria; 

C. apabila kegiatan yang ditetapkan menjadi penyebab 
tidak langsung teru;ujudnya sasaran; 

D. apabila kegiatan yang ditetapkan dianggap tidak cukup 
untuk mencapai sasaran; dan 

E. apabi/a kegiatan yang ditetapkan tidak releuan dengan 
pencapaian sasaran 

NO 

• 

• 

-+. 



16. Target Kinerja yang diperjanjikantelah A. Apabila terdapat bukti yang cukup bahwa pemenfaatan 
digunakan untuk mengukur PK yang ditandatangani memenuhi seturuh kritena yang 
keberhasilan ditetapkan; 

15. Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan Y Jika target-target kinerja sasaran dalam rencaria kinerja 
dalam penyusunan anggaran tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan 

pengaloksiart anggaran. 
T Jika target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja 

dimaksud tidak menjadi prasyarat dalam penga.juan 
anggaran, makajawaban harus "Tidak". 

Jawaban tentang lmplementasi perencanaan kinerja 
tahunan harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) 
kondisi ijawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas 
perencanaan kinerja tahunan. 

IMPLEMENTASI PERENCANAAN 
KINERJA TAHUNAN (60/o) 

Rencana Aksi atas kinerja telah 
mencantumkan sub kegiatan/ komponen 
rinci setiap periode yang akan dilakukan 
dalam rangka mencapai kinerja 

Cukupjelas (Y/T) 

Keselarasan tersebut terwujud jika capaian target RKT/PK 
terkait dengan (disebabkan oleh) capaian target-target RA. 
Atau antara RKT/PK memiliki hubungan kausalitas dengan 
RA. 

.Rencana atau Penetapan Kinerja Tahunan harus dapat 
dimanfaatkan dalam (selaras dengan) Rencana Alesi yang 
lebih detail. 

A. apabila lebih dari 90% twget kinerja da(am 
rencana/perjanjian kinerja tahunan telah (dapat) 
dijabarkan lebih lanjut menjadi target periodik dalam 
Rencana Alesi {RA); 

B. apabila 75% < kesetarasan target PK dengan target 
periodik: da(am RA< 90%; 

C. apabila 40% < keselarasan target PK dengan target 
periodik dalam RA <75%; 

D. apabila 10% < keselarasan target PK dengan target 
periodik dalam RA < 40%; dart 

E. apabila keselarasan target PK dengan target periodik: 
dalam RA< 10% . 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 
mencantumkan target secara periodik 
atas kinerja 

Y jika Reru;ana Alesi (RA) yang dimalesud merupakan 
penjabaran lebih tanjut dari target-target kinerja yang 
ada di Perjanjian Kinerja (PK). 

Rencana Aksi (RA) atas Kinerja sudah 
ada 

Penetapan hal-hal yang seharusnya mengacu pada /criteria 
sbb: 
- Mengacu/ selaras dengan RPJMN/ RKP/ RPJMD/ RKPDI 

Renstra; 
Mengacu/selaras dengan. kontrak kinerja a.tau kontrak 
lain yang pemah dibuat (jika ada); 
Mengacu/selaras dengan tugas danfungsi; 
Menggambarkan core business; 
Menggambarkan isu strategis yang berkembang dan 
menjawab pennasalahan yang teridentifikasi saat proses 
perencanaan; 
Menggambarkan hubungan kausalitas, (menjadi 
penyebab terwujudnya tujuan dart sasaran yang ada di 
RPJMD/ Renstra/RKP; 
Mengacu pada praktik·praktik terbaik; 
Menggambarkan keadaa1i yang seharusnya terwujud 
pada tahun itu (memperhitungkan ouroome yang 
seharusnya terwujud datam tahun ybs akibat kegiatan 
tahun-tahun sebelumnya. 

A. apabila lebih dari 90% Sasarart dan indikator PK telah 
mengacu pada seluruh /criteria yang ditetapkan; 

B. apabila lebih dari 75% Sasaran dan irtdikator PK telah 
mengacu pada seluruh /criteria yang ditetapkan; 

C. apabila Sasaran dan irtdikator PK tidak mengacu pada 
isu strategis atau praktik terbaik dan tidak 
menggambarkan kondisi (outcome) yang seharusnya 
terwujud pada tahun ybs; 

D. apabila Sasaran dart indikator PK yang mengacu pada 
seluruh /criteria yang ditetapkan tidak lebih dari 10%; 
dan 

E. apabila lebih dari 75% Sasaran dan indikator PK yang 
ditetapkan tidak menggambarkan core business dan isu 
strategis yang berkembang. 

Dokumen PK telah menetapkan hal-hal 
yang seharusnya ditetapkan (dalam 
kontrak kinerja/tugas fungsi) 

PENJELASAN KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

14. 

13. 

12. 

c. 

11. 
NO 

• 

• 



A. apabila lebih dari 90% target kinerja dalam 
renam.a/perjanjian kinerja tahunan telah (dapat) 
dijabarkan lebih Ian.jut menjadl target kinerja eselon Ill 
dan.N; 

B. apabila 75% < keselarasan target PK dengan target 
kinerja eselon Ill dan N ~ 90%; 

C. apabila 40% < keselarasan target PK dengan target 
kinerja eselon Ill dan IV < 75%; 

D. apabila l 096 < kese/arasan target PK dengan target 
kinerja ese/on Ill dan N < 40%; dan 

Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahan dan 
pengorganisasian kegiatan m.eliputi /criteria sbb: 
- Target-target dolam rencana aksi dijadikan dasar 

(acuan) untuk (memulai) pe/aksanaan setiap kegiatan; 
- Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan 

acuan. untuk mengevalua.si capaian output-output 
kegiatan; 

- Target-taget kinerja da/am rencana aksi dijadika.n 
alasan untuk memberika.n otorisasi dM eksekusi 
diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan; dan 

- Terdopat hubungan yang logis antara setiap output 
kegiatan dengan sasaran (outcome) yang akan dicapai 

A. opabila pemanf aatan RA telah memenuhi seluruh. 
kriteria yang ditet.apkan; 

B. apabila pemanf aatan RA memenuhi /criteria yang 
ditetapkan kecuali hat terkait dengan otorisasi dan 
eksekusi pelaksanaan a tau penundaan kegiatan; 

C. apabila pemamf a.atan RA terbatas pad a pelaporan atau 
dokum.enta.si semata tan.pa ada tindakan nyata 
selanjutnya; 

D. apabila capaian RA tidak: berpengaruh terhadap 
penilaian atau penyimpulan capaian kinerja; dan 

E. apabila target-target dalam RA yang disusun memiliki 
keselarasan < 50% dari target-target kinerja dalam PK. 

Monitoring pencapaian target periodik dengan kriteria sbb: 
- Capaian target dalam rencana aksi secara periodik: 

(minimal setiap 3 bulan] dipantau kemajuannya; 
- Setiap ada devia.si segera dilakukan analisis dan 

dicarikan altem.atif solusinya; 
- Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan 

untuk mengetahui progress kinerja yang terba.ru (up 
dated performance); dan 

- Terdapat mekanisme dan implementasi reward and 
punishment terhadap keberhasilan atau kegagalart 
pencapain target kinerja: 

A. apabila. monitoring kinerja telah memenuhi seluruh 
kriteria yang ditetapkan; 

B. apabila monitoring dilakukan sesuai kriteria, kecuali 
penerapan reward and punishment; 

C. apabila monitoring dilakukan terbatas pad a penyerahan. 
atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja; 

D. apabUa pengukurart capaian kinerja periodik tidak lebih 
dari 80%; dan 

E. apabila monitoring atau pengukuran capaian target 
periodik< 50%. 

Kriteria Pemanfaatan target kinerja untuk mengukur 
keberhasilan; 
- (Qipaian) target kinerja dijadikan dasar untuk 

membenkan penghargaan (reward); 
(Capaian) target kinerja difadikan dasar untuk memilih 
dan mem.ilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) 
berkinerja; 
(Capaian) target kinerja digunakan sebagai cara untuk 
menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, 
kurang, tercapai; tidak tercapa~ berbasil; gaga~ dll} suatu 
kondisi a.tau keadaan. 

B. Apablla terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang 
ditandatangani dijadikan dasar untuk mengukur dan 
menyimpulkan. keberhasilan maupun kegagalan; 

C. Apabila terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang 
ditan.datangan.i telah diukur dan hasil pengukurannya 
telah diketahui oleh atasan (pemberi aman.ah); 

D. Apabila PK yang ditandatangani sebatas telah 
dilakukan monitoring; dan 

E. Apabila terhadap PK yang ditandatangani iidak 
dilakukan pengukuran citau monitoring; 
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Rencana Aksi (RA) telah climanfaatkan 
dalam pengarahan dan pengorganisasian 
kegiatan 

18. 

Rencana Aksi atas Kinerja telah 
dimonitor pencapaiannya secara berkala 

PENJELASAN KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

Perjanjian Kinerja (PK) telah 
dimanfaatkan untuk penyusunan 
(identifikasi) kinerja sampai kepada 
tingkat eselon III dan JV 

17. 

NO. 

• 

• 



Kriteria minimal !KU yang baik adalah relevan dan dopat 
diukur (measureableJ lndikator dikategorikan relevan 
Apabila: 

Kinerja Utama merupakan hasil kerja yang 
menggambarkan: 
- mandat dari Pemerintah Daerah/ Oryanisasi; 
- pri.oritas Daerah. atau Organisasi; 
- isu strategik di Daerah tersebut; dan 
- alasan keberadaan pemenntah di Daerah dan alasan 

dibentuknya Organisasi tersebut. 

A. apabila lebih dari 90% !KU tetah memenuhi kriteria; 
B. opabila 75% < /KU yang telah memenuhi krileria < 90%; 
C. opabila 40% < !KU yang telah memenuhi kriteria < 75%; 
D. opabila 10% < 1KJJ yang telah meme1whi kriteria < 40%; 
E. opabila /KU yang telah memenuhi kriieria < 10%. 

Mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan 
kriteria sbb: 
- Terdopat pedoman atau SOP ten.tang pengumpulan data 

kinerja yang up to date; 
- Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya 

yang valid; 
- Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak 

yang berkepentingan; 
- Terdapat penanggungiawab yang jelas; 
- Jelas waktu deliverynya; dan 
- Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data. 

A. opabila mekanisme pengumpulan data kinerja 
memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; 

B. opabila mekanisme pengumpulan data kinerja 
memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali penanggun9 
jawab yang jelas; 

C. apabila > 80% capaian (realisasQ kinerja dapat diyakini 
validitas datanya; 

D. apabila realisasi data kinetja kurang dapat diyakini 
validitasnya (validitas sumber data diragukan); dan 

E. apabila realisasi data kinerja tidak dopat diverifikasi. 

A. opabila lebih dari 90% eselon III dan W telah memiliki 
ukuran kinerja yang terukur; 

B. opabila 75% < eselon m dan N yang memiliki ukuran 
kinerja yang terukur < 90%; 

C. opabila 40% < eselon 111 dan W yang memiliki ukuran 
kinerja yang terukur < 75%; 

D. opabila I 0% < eselon III dan N yang memiliki ukuran 
kinerja yang terukur < 40%; dan 

E. apabita eselon 111 dan W yang memiliki ukuran kinerja 
yang terukur < l 0%. 

Y apabila Pemda/Organisasi telah memiliki !KU level 
Pemda dan level Organisasi yang telah ditetapkan 
secara formal dalam suatu keputusan pimpinan. 

]KU telah memenuhi kriteria indikator 
yangbaik 

KUALITAS PENGUKURAN (12,S°/o) 

telah Y jilca dokumen yang m.emuat /KU dapat diakses dengan 
mudah setiap saat (misalnya: m.elalui website resmi 
Pemerintah Kota Makassar) 

Utama lndikator Kinerja 
dipublikasikan 

Terdapat mekanisme pengumpulan data 
kinerja. 

Telah terdapat ukuran kinerja dngkat 
eselon DI dan IV sebagai turunan kinerja 
atasannya. 

Telah terdapat indikator kinerja utama 
(IKU) sebagai ukuran kinerja secara 
formal 

PEMENUHAN PENGUKURAN (5"/o) 

I 

5. 

3. 

2. 

1. 

II. 

PENGUKURAN KJNERJA (25%) 

4. 

I. 
8. 

Catatan: 
pemilihan A/B/C/D/E dengan asumsi indikator 
sasaran/hasil program di PK atasan telah memenuhi 
kraeria SMART. 

Kriteria keselarasan perjanjiarc kinerja atasan dengan 
bawahan: 
- Target·target kinerja dalam PK atasan telah di­ 

breakdown dalam (selaras dengan) target-taget kinerja 
bawahan ieseion Ill dan W); dan 

- Sasaran, indikator do.n target kinetja bawahan (eselon 
III dan W) menjadi penyebab (memiliki hubungan 
kausatitas) terwujudnya outcome atau hasil·hasil 
program yang ada di PK atasan. 

E. apabila keselarasan target PK dengan target kinerja 
eselon 111 dan W< 10%. 

PENJELASAN KOMPONEN/SUB KOMPONEN NO. 

• 

• 



lndikator dikategorikan dapat diukur apabila: 
- jelas satuan ukurannya; 
- formulasi perhitungan dapat diidentijikasi; dan 
- cara perhitungannya disepakati banyak pihak. 

Indikator dikategorikan relevan apabila: 
- Men.ggambarkan kinerja atau hasil sesuai dengan 

leuelnya; 
- terkait langsung dengan kinerja (sasaran) atau kondisi 

yang akan diukur 
- Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) atau kondisi 

yang akan diwujudkan; dan 
• Indikator tersebut mengindikasikan (menoerminkan) 

terwujudnya kinerja atau sasaran yang ditetaplcan. 

Kriteria minimal indikator kinerja yang baik adalah relevan 
dan dapat diukur (measureable). 

A. apabila lebih dari 90% indikator yang ditetapkan telah 
memenuhi kriteria; 

B. apabila 75% < indikator yang ditetapkan yang telah 
memenuhi kriteria ~ 90%; 

C. opabila 40% < indikator yang ditetapkan yang telah 
memertuhi kriteria .!': 75%; 

D. apabila 10% < indikator yang ditetapkan yang telah 
memenuhi kriterio. ~ 40%; dan 

E. apabila indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi 
kriteria s 10% 

Kriteria /KU yang selaras: 
• /KU Unit Ker;ja merupakan breakdoum dari /KU Pemda; 
- /KU Unit Kerja menjadi penyebab (memiliki hubunqari 

kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang 
ditetapkan Pemda. 

Kinerja (kondisi) yang seharusnya mengacu pada kriteria 
sbb: 
- mengacu/selaras dengan tugas danfun.gsi 
- menggambarkan core business (sesuai karakteristik: 

organisasi); 
- menggambarkan keunikan/sifat khas yang 

membedakannya dengan organisasi/unit kerja lain; 
- menggambarkan isu strategis yang berkembang; 
- menjawab pennasalahan yang teridentifikasi (di 

organisasi/daerah); dan 
- menggambarkan kearif an lokal 
- men.gacu pada pro.ktik-praktik terbaik. 

Kriteria cukup: 
- Representatif (alat ukur yang mewakitV untuk mengukur 

kinerja yang seharusnya; dan 
• Jumlahnya memadai untuk menyimpulkan tercapainya 

kondisi yang seharusnya (kinerja utamanya). 

A. apabila lebih dari 90% /KU yang ditetapkan telah cukup 
untuk mengukur atau menggambarkan sasaran atau 
kondisi yang akan diwu.judkan; 

B. apabila 75% </KU yang cukup < 90%; 
C. opabila 40% < /KU yang cukup < 75%; 
D. opabila l 0% < IKU yang cukup < 40%; dan 
E. opabila IKU yang cukup < 10% 

Indikator dikategorikan dapat diukur apab11a: 
• jelas satuan ukurannya; 
- f ormulasi perhitungan dapat diidentifikasi; dan 
- cara perhitungannya disepakati ban yak pihak. 

- terkait langsung dengan kin.erja (sasaran) utama atau 
kondisi yang akan diukur 

- mewakili(representatif) kinerja(sasaran) utama atau 
kondisi yang akan diwujudkan; dan 

- /KU mengindikasikan(mencerminkan) terwujudnya 
kinerja utama atau sasaran strategis yang ditetapkan. 

PENJELASAN 

Ukuran (lndikator) kinerja eselon Ill dan 
IV telah memenuhi kriteria minimal 
indikator kinerja yang baik 

KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

JKU telah cukup untuk mengukur 
Kinerja 

8. 

6. 

NO. 

7. JKU unit kerja telah selaras dengan JKU A. apabila lebih dari 90% /KU unit kerja telah selaras 
IP dengan /KU Pemda; 

B. apabila 75% < keselarasan. /KU < 90%; 
C. apabila 40% < keselarasan /KU < 75%; 
D. apabila 10% < keselarasan /KU< 40%; dan 
E. apabila keselarasan lKU < 10%. 

• 
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Pengumputan data kinerja dapat dianda/kan: 
- /nformasi capaian kinerja berdasarkan f akta sebenamya 

atau bukti yang memadai don dapat 
dipertanggungjawabkan; 

Pengukuran berjenjang memenuhi kriteria sbb: 
- lndikalor·ittdikator yang ad.a sudah SMART dan cukup; 
- Terdapat alur penjenjangan k:inerja yang jelas mulai dari 

pimpinan sampai de119an staf operasional (individu); 
- Setiap jenjang atau tingkatan memiliki indikator kinerja 

SMART yang Jonna!; 
- Setiap jenjang atau tingkatan memiliki target-target 

terukur; 
• Terdapat hubungan kausalitas antara setiap jenjang 

atau tingkatan; 
- Terdapat pengukuran kinerja pad.a setiap jenjangnya; 
- Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditetusuri 

sampai ke sumbemya; dan 
- Hasil pengukuran berjenjang tersebut sudah diualidasi. 

A. apabila pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan 
memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dibawoh; 

B. apabila pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan 
memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan. namun 
pengukuran tidak sampai ke indiuidu staf; 

C. apabila pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan 
memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dan 
diterapkan hanya kepada tingkat manajerial eseton 11- 
nya; 

D. apabita pengukuran kinerja dUakukan hanya sampai ke 
eselon II yang menyusun PK dengan syarat tetap ad.a 
keterkaitan kinerja mulai dari Pemda sampai kepada 
eselon ll; dan 

E. apabila tidak ada pengukuran kinerja yang berje11jang 
atau pengukurwt kinerja setiap jenjang tidak 
menggambarkan retevansi atau tidak ad.a hubungan 
kausalitas antara tiap jenjangnya. 

Pengukuran kinerja sudah dilakukan 
secara berjenjang 

12 Pengumpulan data kinerja dapat A. apabila lebih dari 90% data (capaian) kinerja yang 
diandalkan dihasilkan dapat diandalkan; 

B. apabUa 75% < data (capaian) kinerja yang dapat 
diandalkan ~ 90%; 

C. apabila 40% < data (capaian) kinerja yang dapat 
diandalkan .s 75%; 

D. apabila 10% < data (capaian) kinerja yang dapat 
diandalkan s. 40%; dan 

E. apabila data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan ~ 
10%. 

Keselarasan IKU: 
- IKU individu merupakan breakdown dari lKU atasannya; 

dan 
- lndikator Kinerja Utama individu menjadi penyebab 

(memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya kinerja 
utama atasannya. 

A. apabila lebih dari 90% indiuidu telah memiliki indikator 
(alat ukur] yang menggambarkan keselarasan kinerja 
dengan lKU atasannya; 

B. apabila 75% < individu yang telah memiliki keselarasan 
indikator (alat ukur} kinerja s. 90%; 

C. apabila 40% < indiuidu yang telah memiliki keselarasan 
indikator (alat ukur) kinerja < 75%; 

D. apabita 10% < indi11idu yang tetah memiliki keselarasan 
indikator (alat ukur] kinerja < 40%; dan 

E. apabila individu yang telah memiliki keselarasan 
indikator (alat ukur) kinerja < 10%. 

Sudah terdapat ukuran (indikator) 
kinerja individu yang mengacu pada lKU 
unit kerja organisasi/atasannya 

Kriteria indikator yang selaras: 
- lndikator kinerja eselon Ill dan W merupakan breakdown 

dari indikator atasan;; dan 
• lndikator kinerja eselon Ill dan W menjadi penyebab 

(memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya kinerja 
atasan. 

A. apabila lebih dari 90% indikator kinerja eseton JU dan W 
kerja telah selaras dengan in.dikator kinerja atasannya; 

B. apabila 75% .s keselarasan indikator S. 90%; 
C. apabila 40% < keselarasan indikator S. 75%; 
D. apabila 10% < keselarasan indikator ~ 40%; dan 
E. apabila keselarasa11 indikator s. 10%. 

Iodikator kinerja eselon m dan IV telah 
selaras dengan indikator kinerja 
atasannya 

PENJELASAN KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

11 

10 

9. 

NO. 

• 

• 



- untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara 

Monitoring target (kinerja) mengacu pada prasyarat sbb: 
- Terdapat breakdown target kinerja tahunan kedalam 

target-target bulanan/ periodik yang setaras dan 
terukur; 

- Terdapat pihak atau bagian yang berlanggungiawab 

A. apabila target kinerja telah dimonitor dan memenuft; 
seluruh kriteria yang disebutka1t dibawah; 

B. apabita target kinerja telah dimonitor berdasorkan. 
kriteria yang disebutkan dibawah, namun belum 
seluruh rekomendasi ditindaklanjuti; 

C. apabila target kinerja telah dimonitor dengan kriieria 
tersebut no.mun tidak ada tindak lanjut terhadap 
rekomendasi yang diberikan; 

D. apabila monitoring target kinerja dilakukan secara 
insidentil, tidak teljadua~ tanpa SOP atau mekanismE 
yang jelas; dan 

E. Target kinerja tidak dimonitor. 

Dimanfaatkan untuk penilaian /t:i.nerja memenuhi krileria 
sbb: 
- Capaian IKU dijadikan dasar penilaian kinerja; 
- Copaian !KU dijadikan dasar reward atau punishment; 
- Capaian JKU dijadikan dasar promosi atau kenaikan/ 

penurunan peringkat. 

A. apabila terdapat bukti yang cukup IKU telah 
dimanf aatkan sepenuhnya sebagaimana kriteria yan!j 
ditetapkan; 

B. apabila !KU yang ada dimanf aatkan sesuai kriteria 
namun tidak tennasuk pengenaan sanksi atau 
punishment; dan 

C. apabila hasit pengukuran /KU tidak berdampak apapun 
bagi entitas . 

Kriteria dimanfaatkan dalam. dokumen perencanaan dan 
penganggaran: 
- dijadikan alat ukur pencapaian kondisi ja.ngkl:. 

menengah/ sasaran utama dalam dokumen RPJMD, 
RKT, RKA dan Perjanjian Kinerja; dan 

- dijadikan alat ukur t.ercapciinya outcome atau hasil-hasi. 
program yang ditetapkan dalam dokurnen anqqaran 
(RKA). 

A. apabita lebih dari 90% /KU yang ditetapkan telah 
dimanf aatkan sesuai dengan laiteria yang ditetapkan; 

B. apabila 75% < IKU yang telah dimanf aatkan ~ 90%: 
C. apabila 40% < IKU yang telah dimanfaatkan ~ 75%; 
D. apabila 1KU tidak dimanf aatkan pad a dokumen 

penganggaran (RKA); dan 
E. apabila IKU yang ada tidak dimanf aatkan, baik dalam 

perencanaan maupun dalam penganggaran. 

Jawaban tentang lmplemetasi Pengukuran hams selalu 
dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) 
tentang Pemenuhan dan Kualitas Pengukuran. 

Target kinerja eselon Ill dan IV telah 
dimonitor pencapaiannya 

IKU telah dimanfaatkan dalam 
dokumen-dokumen perencanaan dan 
penganggaran 

IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,S°/o) 

IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian 
kinerja 

17 

16 

15 

Ill 

apabila OPD telah melakukan pengukuran kinerja secarG 
berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepad« 
pimpinan teringgi dan tingkat instansi dan pengukurar. 
tersebut menggunakan bantuan teknologi sehinggc: 
capaian atau progres kinerja dapat diidentiflkasi secaro 
lebih tepat dan cepat. 

14 

Y apabila seturuh target yang ada dalam Rencan.a Aks: 
telah diukur realisasinya secara berkalG 
(bulanan/ triwulanan/ semester). 

- Data yang dikumpulkan didasarkan suatu m.ekanismt 
yang memadai atau terstruktur {jelas mekanisme 
pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, 
menc.atat, dan siapa yang mensupervis~ serta sumbe1 
data uaiid]; 

- Data kinetja yang diperoleh tepat waktu; dan 
- Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan 

yang minimal 
Pengumpulan data kinerja atas Rencana 
Aksi dilakukan secara berkala 
(bulanan/triwulanan/ semester) 

KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

13 

PENJELASAN 

Pengukuran kinerja sudah Y 
dilcembangkan menggunakan teknologi 
informasi 

NO. 

.,. 

• 
1 

• 



- periodik; 
- Terdapat jadual, mekanisme a tau SOP yang jelas 

tentang mekanisme monitoring ki1terja secara periodik; 

- Terdapat dokumentasi hasil monitoring; dan 
- Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring 

18 Hasil pengulruran (capaian) k:inerja A. Jika seluruh jabatan setingkat eselon IV keatas teloh 
mulai dari setingkat eselon IV keatas menerima reward & punishment yang sebandinG 
tel ah dikaitkan dengan (dimanfaatkan (terkait) dengan hasil pengukuran (capaicvi) kinerjanya; 
sebagai dasar pemberian) reward & B. Jika 70% < pejabat yang memiliki keterkaitan capaian 
punishment dengan reward & punishmentnya < 100%; 

C. Jika 50% < pejabat yang memiliki keterkaitan capaian 
dengan reward & punishmentnya < 70%; 

D. Jika 10% .:: pejabat yang memiliki keterkaitan capaian 
dengan reward & punishmentnya < 50%; dM 

E. Jika capaian kinerja tidak memitiki keterkaitan dengan 
rewaTd & punishmentnya. 

Hasil pengukuran dikatakan. terkait dengCVl reward & 
punishment apabila terdapat perbedaan (dapa1 
diidentijlkasi) tingkat reward & punishment antara: 
- pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak 

berkinerja (tidakjelas kinerjanya); 
- pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang 

tidak: mencapai target; 
- pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang 

tidak tepas waktu (tidak selesai); - pejabat/ pegawai dengan capaian diatas stan.dar 
dengan yang standar. 

19 IKU telah direuitt secara berkala A. apabila IKU t.elah direllisi dan hasilnya menunjukkan 
kondisi yang lebih baik (inovatif); 

B. apabila IKU te(ah direuiu secara berka/a dan hasilnya 
masih releuan dengan kondisi saat ini; 

c. apabila IKU telah direuiu, ado upaya perbaika11 namun 
betum ada perbaikan yang signlflkan; 

D. apabila /KU telah direviu; dan 
E. Tidak ada reuiu. 

20 Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi A. apabi(a hasU pengukuran Rencana Aksi (RAJ tel ah 
digunakan untuk pengendalian dan dimanfo.atkan sebagaimana seluruh kriteria yang 
pemantauan k:inerja secara berkala ditetapkan; 

B. apabila hasil pengukuran sebatas hanya untuk 
menyimpulkan (tidak sampai mempengaruhi strategi); 
dan c. apabila hasil pengukuran RA tidak ditin.daklanjuti. 

Kriteria digunakan untuk pengendalian dan pemantauan: 
- Hasil pengukuran RA menjadi dasar untuk 

menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja; 
- Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) 

untuk mengambil tindako.n (action) dalam rangka 
mencapai target kinerja yang ditetapkan; dan 

- Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjutij 
untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan 
dan sasaran. 

c. PELAPORAN KINERJA (15%) 

I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) 
I Laporan Kinerja telah disusun Cukup Jelas (Y/T) 

NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PENJELASAN 
2 Laporan Kinerja telah disampaikan tepat y jika laporan kinerja disampaikan sesuai dengan batas 

waktu waktu yang ditetapkan.. 

3 Laporan Kinerja telah di upload kedalam Cukup Jelas (Y/T) 
website 

4 Laporan Kinerja rnenyajikan informasi A. apabila lebih dari 90% capaian yang disajikan bersif at 
rnengenai pencapaian IKU Kinerja Utama (IKU); 

B. apabila 75% < capaian yang disajikan bersif at Kinerja 
Utama (IKU) ~ 90%; 

c. apabila 40% < capaian yang disajikan bersif at Kinelja 
Utama (IKU) ~ 75%; 

D. apabila 10% < capaian yang disajikan bersif at Kinetja 
Utama (IKU) ~ 40%; dan 

E. apabila capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama 
(IKU).:: 10%. 

IKU yang disajikan han.ls mengacu kepada kriteria IKU 

yang baik yaitu SMART dan menggambarkan kinerja 

• 



Pembandingan yang memadai, mencakup: 
- Target us Realisasi; 
- Realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun sebelumnya; 
- Realisasi sampai dengan tahun. betjalan vs target 

jangka menengah; 
- Realisasi atau capaia11 tahun berjalan dibanding 

A. opabila Loporan Kinerja menyajikan selunih 
pembandingan sebagaimana yang tercakup dalam 
kriteria dibawah; 

B. apabila Loporan Kinerja menyajikan seluruh 
pembandingan sebagaimana yang tercakup dalam 
kriteria dibawah, kecuali pembandingan dengan 
standar nasional; 

C. apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan 
pembandingan Realisasi vs Target dan Kinerja tahun 
berjalan vs kinerja tahun sebelumnya; 

D. opabila Laporan Kinerja hanya menyajikan 
pembandingan Reaiisasi vs Target; dan 

E. opabila tidak ada pembandingan data kinerja (copaian 
sasaran). 

Laporan Kinerja menyajikan 
pembandingan data kinerja yang 
memadai antara realisasi tahun ini 
dengan realisasi tahun sebelumnya dan 
pembandingan lain yang diperlukan 

analisis A. apabila Laporan Kinerja menyajikan lebih dari 90% 
sasaran yang dievaluasi dananalisis capainnya 
bersifat kinerja(outcome}, bukan proses; 

B. apabila 75%< sasaran yang dievaluasi dan dianalisis 
copaiannya bersif at kinerja (outcome), bukan proses 
<90%; 

C. apabila 40%< sasaran yang dievaluasi dan dianalisis 
capaiannya bersif at kinetja (outcome), bukan proses 
<75%; 

D. apabila l 0%< sasaran yang dievaluasi dan dianalisis 
copaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses 
<40%; 

E. apabila sasaran yang dievaluasi dan dianalisis 
copaiannya bersifoi kinerja (outcome), bukan proses 
<10%; 

Laporan ]{inerja menyajikan 
mengenai capaian kinerja 

8 

7 

• 

A. opabila lebih dari 90% copaian yang disajikan bersif at 
kinerja yang dijanjikan/ disepakati dalam PK; 

B. apabila 75% < copaian yang disajikan bersif at kinerja 
yang dijanjikan dalam PK < 90%; 

C. opabila 40% < capaian yang disajikan bersifat kinerja 
yang dijanjikan dalam PK < 75%; 

D. apabila 10% < copaian yang disajikan. bersif at kinerja 
yang dijanjikan dalam PK~ 40%; dan 

E. apabila capaian yang disajikan bersif at kinerja yang 
dijanjikan dalam PK~ 10%. 

Laporan Kinerja menyajikan informasi 
mengenai kinerja yang telah 
diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 
(PK) 

Inf ormasi Laporan Kinerja berorientasi outcome artinya: 
- menggambarkan hasil-hasil (tennasuk output-output 

penting) yang telah dicapai dan seharusnya tercapai 
sampai dengan saat ini; 

- Laporan Kinerja tidak hanya berfokus pad a inf ormasi 
tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan 
pada tahun ybs; dan 

- Laporan. Kinerja tidak berorientasi hanya pada 
informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah 
digunakan. 

Laporan Kinerja menyajikan informasi A. 
pencapaian sasaran yang berorientasi 
outcome 

apabila lebih dari 90% sasaran yang disampaikan 
dalam Laporan Kiiterja berorientasi outcome; 

B. opabila 75% < sasaran outcome dalam Laporan Kinerja 
< 90%; 

C. opabila 40% < sasaran outcome dalam Loporan Kinerja 
< 75%; 

D. apabila 10% < sasaran outcome dalam Loporan Kinerja 
< 40%; dan 

E. apabila sasaran outcome dalam Loporan Kinerja < 10%. 

PENY AJIAN INFORMASI KINERJA (7 ,5%) 

6 

5 
If. 

• 

- mempertimbangkan isu strategis yang berkembang; 
- menggambarkan hubungan kausalitas (antara outcome - 

output - process - input); dan 
- mengacu pada prak:tik-praktik terbaik. 

utama yang seharusnya, dengan mengacu pada kriteria 
sbb: 
- sesuai dengan tuqas dan fungsi; 
- menggambarkan core business; . - 



standar nasional atau RPJMN; dan Realisasi atau 
capaiQI\ crganisasi/instansi dibanding realisasi atau 
capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau 
sekelas. 

9 Laporan Kinerja menyajikan infonnasi A. Jika besaran efisiensi yang terjadi dapat 
tentang efisiensi penggunaan sumber dikuantitikasikan; 
day a B. Jika hanya berupa info tentang efisiensi yang 

telah dilakukan; 
c. Jika hanya berupa info tentang upaya efisiensi yang 

dilakukan · dan 
D. Jika tidak ada infonnasi tentanq efi.«iensi. 

10 Lap or an K.inerja menyajikan informasi A. apabila Laporan Kinerja mampu menyajikan 
keuangan yang terkait informasikeuangan yang terkait langsung 
dengan dengan seluruh pencapaian sasaran kinerja instansi 

oencaoaian sasaran (outcome): 
B. apabila Laporan Kinerja mampu menyafikan 

infonnasi keuanaan atas > 80% saso.ran; 
c. apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan infonnasi 

keuanaan atas > 50% sasaran; 
D. apabi/a Laporan Kinerja hanya menyajikan informasi 

keuanaan atas <50% sasaran; dan 
E. apabila tidak ada informasi keuangan yang dapat 

dikaitkan denaan sasaran atau kineria tenentu. 
11 lnfonnasi kinerja dalam Laporan Kinerja A. apabila lebih dari 90% realisasi k:inerja dapat 

dapat diandalkan diandalkan sesuai denaan kriteria; 
B. apabila 75% < keandalan data reatisasi kinerja < 

90%; 
c . apabi/a 40% < keanda/an data realisasi kinerja < 

75%; 
D. apabila 100/o < keandalan data realisasi kinerja < 

40%; 
E. aoabila keandalan data realisasi kineria < 10%. 
Daoat diandalkan denaan kriteria: 
- datanua valid; - daoat ditelusuri kesumber datanua; 
- diDeroleh dari sumber uana komneten; 
. dapat diverifikasi; dan 
- konsisten. 

Ill PEMANFMTAN INFORMASI KlNERJA Jawaban ten tang pemanfaatan informasi kinerja harus 
(4,5%) selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi 

ijawaban) tentang Pemenuhan Pelaporan dan Penyajian 
lnformasi Kinerja. 

12 lnformasi kinerja telah digunakan dalam Y jika informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat 
pelaksanaan evaluasi akuntabilitas dimanfaatkan dalam evaluasi AKJP. 
kinerja 

Jstitah dapat dimanfaatkan sangat terkait dengan kualitas 
informasi kinerja. Jika capaian bobot kualitas informasi 
kinerja (C.11) kurang dari 60%, maka informasi kiner]a 
dianaaap tidak daoat dimanfaatkan (tidak bennanfaatJ 

13 lnformasi yang disajikan telah Pemilihan A, B, c, D, atau E didasarkan pada 
digunakan dalam perbaikan perencanaan professionaljudgement evaluator, dengan tetap 

memnerhatikan kriteria uana ditetaokan. 
Sebaqai ilustrasi: 
A. apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan 

menueluruh; 
8. apabila pemanfaatan bersifai ek.stensif namun beCum 

men.yeluruh (sebagian); 

c. apabila pemanfaaian hanya bersifat sebagian; 

D. apabila kurang dimanf aatkan; dan 

E. apabila tidak ada pemanfaatan.. 

Tetah digunakan dalam perbaikan perencanaan, artinya: 
Laporan Kin.erja yang disusun sampai dengan saat ini 
telah berdampak kepada perbaikan perencanaan, baik 
perencanaanjangka menengah, tahunan maupun dalam 
penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun. 

14 lnfonnasi yang disajikan telah Pemilihan A, B, C, D, atau E didasarkan pada professional 
digunakan untuk menilai dan judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria 
memperbaiki pelaksanaan program yang ditetapkan. 
dan kegiatan organisasi 

Sebagai ilustrasi: 

A. apabila pemanfaatan bersifat ek.stensif dan 
menueluruh: 

B. apabila pemanfaatan bersif at ek.stensif n.amun belwn 
menyeluruh (sebagian); 

c. apabila pemanfaatan hanya bersif at sebagian; 

• 
~ 

J. 

•• 



a tau keberhasUan 
program; 

- Terdapat 

Program tetah dievaluasi: 
- Terdapat informasi tentang capaian hasil·hasil 

Y apabila seluruh program telah dievaluasi dan mampu 
menjawab seluruh kriteria sebagaimana ditetapkan; 

T apabila evaluasi program hanya menginf onrwsikan 
pelaksanaan program serta kegiatannya, tanpa 
menginfonnasikan atau menyimpulkan keberhasilan 
atau kegagalan program; 

Evaluasi program telah dila.kukan 

Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja 
beserta hambatannya, artinya: 
- mengidenti[lkasikan, mencatat (membuat catatan), 

mencari talw, mengadministrasikan kemajuan 
{progress} kirterja: 

- dapat menjawab atau menyimpulkan posisi (prestasi 
atau capaian} kinerja terakhir; 

- mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi 
hambatan pencapaian kinerja; dan 

- metaporkan hasil pemantauan tersebut kepada 
pimpinan. 

Y apabila terdapat pemantauan kemajuan kinerja dan 
hambatan yang ek.stensif dan memenuhi kriteria 
sebagaimana disebutkan dibawah; 

T apabila pemantauan hanya melalui pertemuan­ 
pertemuan yang tidak terdokumentasi; 

Terdapat pemantauan kemajuan 
pencapaian kinerja beserta hambatannya 

PEMENUHAN EVALUASI (2%) 

EVALUASI KINERJA (lOOh) 

simpulan 

Telah digunakan untuk penilaian kinerja, artinya: 
inf ormasi capaian kinerja ywig disajikan dalam Laporan. 
Kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan 
kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment 

Sebagai ilustrasi: 
A. apabila pemanf aatan bersifat ek.stensif dan 

menyeturuh: 
B. apabila pemanf aatan bersifat ek.stensif namun belum 

menyeluruh (sebaginn); 
C. apabila pemanfaatan hanya bersif at sebagian: 
D. apabila kurang dimanf ao.tkan; dan 
E. apabita tidak oda pemanfoasan: 

Pemitihan A, B, C, D, atau E didasarkan pada 
professional judgement evaluator, dengan tetap 
memperhatikan kriteria yang ditetapkan. 

lnformasi yang disajikan telah 
digunakan untuk penilaian kinerja 

Telah digunakan untuk peningkatan kinerja; artinya: 
terdapat bukti yang cukup bahwa inf ormasi dalam 
Laporan Kinerja { tennasuk Laporan Kinerja tahun 
sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan capaian 
kinerja organisasi yang lebih baikperiode berikutnya. 

Sebagai ilustrasi: 
A. apabila pemanf aatan bersifat ek.stensif dan 

menyeluruh: 
B. apabila pemanf aatan bersif at ek.stensif namun belum 

menyeluruh (sebagian): 
C. apabila pemanf aatan hanya bersif at sebagian; 
D. apabila kurang dimanfao.tkan; dan 
E. apabila tidak ada pemanf aatan. 

Pemilihan A, B, ~ D, atau E didasarkan pada 
prof essionat judgement evaluator, dengan tetap 
memperhatikan kriteria yang ditetapkan. 

lnformasi yang disajikan telah 
digunakan untuk peningkatan kinerja 

2 

I . 

Tetah digunakan untuk menilai dan memperbaiki 
pelaksanaM program dart kegiatan, artinya: 
informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah 
mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program clan 
kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau 
kegagatan program secara terukur. 

D. apabila kurang dimanf aatkan; dM 
E. apabila tidak adapemanfaatnn. 

16 

15 

D 

• 

• 



ketidakberhasilan program; 

Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi 
sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu 
program; 

Terdapat ukuran yang rnemadai tentang keberhasilan 
program. 

3 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi A. pemantauan rencana aksi dilakukan periodik: minimal 
telah d.ilakukan triwulan; 

8. pemantauan rencana aksi dilakukan periodik 
semesteran; 

c. pemantauan rencana aksi dilakukan periodik 
tahunan; dan 

o. tidak dilakukan eualuasi rencana aksi.Rencana Aksi 
telah dieualuasi, dengan kriteria: 

Terdapat informasi tentang capaian hasil-hasil 
rencana atau agenda; 

Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan 
rencana atau agenda; 

Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi 
sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu 
rencana atau agenda: dan 

Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan 
rencana atau agenda. 

4 Hasil evaluasi telah disampaikan dan A. apabila hasil evaluasi telah disampaikan a tau 
dikomunikasikan kepada pihak-pihak dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang 
yang berkepentingan berkepentingan) dan tetjadi kesepakatan dengan 

pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil 
evaluasi, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil 
eualuasi. 

Kesepakatan tsb secara f onnal menjelaskan siapa dan 
kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti. 
B. apabila hasil evaluasi tel ah disampaikan a tau 

dibahas dengan pihak yang dieualuasi (yang 
berkepentingan), namun belum ada kesepakatan 
mennenai tindak taniutnua; 

c. apabila hasil evaluasi telah disampaikan a tau 
dibahas dengan piho.k yang dieualuasi(yang 
berkeoentinaanl; 

D. apabila hasil eualuasi disampaikan, tanpa ada 
pembahasan pendahuluan dengan pihak yang 
dieualuasi; dan 

E. apabilo hasil eualuasi tidak dikomunikasikan atau 
pihak yang dievaluasi tidak menerima simpulan hasil 
evaluasi. 

JI. KUALITAS EVALUASI 15%l l 
5 Evaluasi program dilaksanakan dalam A. apabila terdapat simpulan mengenai kebemasilan 

rangka menilai keberhasilan program atau kegagalan program yang dievaluasi dan terdapat 
bukti yang cukup rekomendasi telah (aJcan} 
ditindaklanjuli; 

B. apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan 
atau keaaaalan oroaram uann dieualuasi· 

c. apabila eualuasi program telah dilaksanakan namun 
belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan 
program (karena ukuran keberhasilan program masih 
belum ielasl; dan 

D. apabila evaluasi telah dilakukan sebatas pelaksanaan 
oroaram dan keaiatan serta venuerm>an anaaaran. 

6 Evaluasi nrogram tel ah memberikan A. apabila eualuasi program teloh disertai rekomendasi 
rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang terkait dengan perencanaan kinerja dan • 
perencanaan kinerja yang dapat rekomendasi tsb telah Idisetuiui untuk) dilaksanakan; 
dilaksanakan 8. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi 

yang terkait dengan perencanaan kinerja dan 80% 
rekomendasi tsb disetuiui untuk dilaksanakan; 

c. apabila eualuasi program telah disertai rekomendasi 
yang terkait dengan perencanaan kinerja dan 60% 
rekomendasi tsb disetuiui untuk dilaksanakan; 

D. apabila eualuasi program telah disertai rekomendasi 
yang terkait dengan perencanaan kin.etja dan 
rekomendasi yang disetujui untuk dilaksanakan tidak 
lebih dari 50%; dan 

E. apabila evaluasi program tidak disertai rekomendasi 
perbtiikan perencanaan atau rekomendasi tersebut 
tidak daoat dilaksanakan. 

-­ ,.,. 

• 

... 

• 

•• 



A. apabila lebih dari 120% rata·rata capaian kinerja 
tahun berjalan melebihi capaian tahun sebelumnya; 

8. apabila 110% < rata·rata capaian kinerja tahun 
betjalan yang melebihi tahun sebelumnya~ 120%; 

C. apabila 90% < rata-rata capaian kinetja tahun 
berjalan yang melebihi tahun sebelumnya ~ 110%; 

A. apabila rata-rata capaian kinerja tebih dari 110%; 
B. apabila 90% < rata·rata capaian kinerja< I 10%; 
C. opabita 60% < rata·rata capaian ki11erja < 90%; 
D. opabita 40% < rata-rata capaian kinerja < 60%; dan 
E. apabila rata·rata capaian kinerja < 40%. 

A. Jika > 90% rekomendasi hasil evaluasi tetah 
ditindaklanjuti; 

B. Jika 75% < rekomendasi yang ditindaktanjuti s 90%; 
C. Jika 40% < rekomendasi yang ditindaklanjuti s 75%; 
D. Jika 10% < rekomendasi yang ditindaklanjuti s 40%; 

don 
E. Jika rekomendasi yang ditindalclanjuti s 10%. 

A. Jika > 90% rekomendasi yang t.erkait dengan 
perencanaan telah ditindaklanjuti; 

B. Jika 75% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait 
denqan. perencanaan. s 90%; 

C. Jika 40% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait 
dengan perencanaan s 75%; 

D. Jika 10% < tindaktanjut rekomendasi yang terkait 
dengan perencanaan s 40%; dan 

E. Jika tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan 
perencanaan s 10%. 

Jawaban tentang pemanfaatan evaluasi harus selalu 
dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban] 
tentang Pemenuhan Evaluasi dan Kualitas Evaluasi. 

Capaian kinerja lebih baik dari tahun 
sebelumnya 

Target dapat dicapai 

KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) 
(7,S°/o) 

PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA 
ORGANISASI (200/o) 

2 

I. 

A. Jika setiap triwulan menunjukkan perbaikan; 
B. Jika tidak: setiap triwulan menunjukkan perbaikan; 
C. Jika setiap semester menunjukkan perbaikan; dan 
D. Jika tidak ada perbaikan. 

A. jika terdapat penilaian atas seturuh aksi yang 
dilaksanakan dan altematif yang diberikan; 

B. jika terdapat penilaian atas seluruh aksi yang 
dilaksanakan dan sebagian atternatif yang diberikan; 

C. jika terdapat penilaian atas seluruh aksi yang 
dilaksanakan dan tidak ada alternatif yang diberikan; 

D. jika tidalc terdapat penilaian dan tidak ada altematif 
yang diberikan; dan 

E. jika tidak terdapat pemantauan. 

A. apabila pemantauan atas Rencana aksi telah 
dilakukan secara bulanan; 

8. apabila pemantauan atas Rencana aksi telah 
dilakukan secara triwulan; 

C. apabila pemantauan atas Renco.na aksi telah 
dilakukan secara semesteran; 

D. apabila evaluasi atas Rencana aksi telah dilakukan 
seoara tahunan; dan 

E. apabila tidak dilakukan pemantauan Rencana aksi. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 
ditindaklanjuti dalam bentuk langkah­ 
langkah nyata 

Hasil evaluasi program telah 
ditindaklanjuti untuk perbaikan 
pelaksanaan program di masa yang akan 
datang 

PEMANFAATAN EVALUASI (3°.4>) 

12 

11 

m. 

E. 

A. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi 
yang terkait dengan peningkatan kinerja dan 
rekornendasi tsb telah (disetujui untuk) ditaksanakan; 

B. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi 
yang terkait dengan peningkatan kinerja dan 80% 
rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan; 

C. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi 
yang terkait dengan peningkatan kinerja dan 60% 
rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan; 

D. apabila evaluasi program tetah disertai rekomendasi 
yang terkait dengan peningkatart kinerja dan 
rekomendasi yang disetujui untuk dilaksanakan tidak 
lebih dari 50%; dan 

E. apabila evaluasi program tidak disertai rekomendas.i 
perbaikan peningkatan kinerja atau rekomendasi 
tersebut tidak dapat dilaksanakan. 

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 
menunjukkan perbaikan setiap periode. 

Pemantauan Rencana Aksi telah 
memberikan altematif perbaikan yang 
dapatdilaksanakan 

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan 
dalam rangka mengendalikan kinerja 

Evaluasi program telah memberikan 
rekomendasi-rekomendasi peningkatan 
kinerja yang dapat dilaksanakan 

10 

9 

8 

7 

.. 
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MOH.RAMDHANPOMANTO 

WALIKOTA MAKASSAR, 

Inf onnasi kinerja dapat diandalkan, artinya: 
- Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang 

valid; 
- Dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang 

dapat drpercaya (kompeten); 
- Dapat ditelusuri sumber datanya; 
- Dapat dioerifikasi; dan 
- Up to date. 

(Jawaban ditulis pada lembar KKEl ·I Capaian) 

A. apabila informasi capaian outcome memenuhi kriteria 
sebagaimana yang ditetapkan; 

B. apabila lebih dari 80% capaian outcome memenuhi 
kriieria sebagaimana yang ditetapkan; 

C. apabila /ebih dari 60% capaian outcome memenuhi 
!criteria sebagaimana yang ditetapkan; 

D. apabila sebagin besar inf onnasi capaian outcome 
sangat diragukan valrditas datanya; dan 

E. apabila capaian outcome tidak dapat diandalkan. 

A. apabila lebih dari 12096 rata-rata capaian kinerja 
tahun berjalan melebihi capaian tahun sebelumllya; 

B. apabila 11096 < rata-rata capaian kinerja tahun 
berjalan yang melebihi tahun sebelumnya< 120%; 

C. apabila 9096_ < rata-rata capaian kinerja tahun 
berjalan. yang melebihi tahun sebelumnya < 11096; 

D. apabila 6096 < rata-rata capo.ian kinerja tahun 
beryalan yang melebihi tahun sebelumnya < 90%; dan 

E. apabila rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang 
melebihi tahun sebelumnya < 6096. 

(Jawaban ditulis pada lembar KKEJ-I Capaian) 

A. apabila rata-rata capaian kinerja lebih dari I I 0%; 
B. apabila 90% < rata-rata capaian kinerja< 11096; C. 
apabila 60% < rata-rata capaian kinerja < 9096; 
D. apabila 40% < rata-rata capaian kinerja < 60%; dan 
E. apabila rata-rata capaian kinerja < 40%. 

(Jawaban ditulis pada lembar KKEl-I Capaian) 

lnformasi mengenai kinerja 
dapat dianda.J.kan 

Capaian kinerja lcbih baik dari 
tahun sebelumnya 

Target dapat dicapai 

KINERJA YANG 
DlLAPORKAN (OUTCOME) (12,5%) 

6 

5 

4 

n. 

Inf ormas1 kinerja dapat dian.dalkan, dengan kriteria sbb: 
- Diperoleh dari dasar perhitungan (formulas~ yang 

ualid; 
- Dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang 

dapat dipercaya (kompeten); 
- Dapat ditelusuri sumber datanya; 
- Dapat diuerifikasi; dan 
- Up to date. 

A. apabalia capaian output memenuhi kriteria 
sebagaimana yang ditetapkan; 

B. apabila lebih dari 8096 capaian output memenuhi 
kriteria sebagaimana yang ditetapkan; 

C. apabila lebih dari 6096 capaian output memenuhi 
kriteria sebagaimana yang ditetapkan; 

D. apabila sebagin besar inf ormasi capaian output 
sangat diragukan ualiditas datanya; don 

E. apabila capaian output tidak dapat diandalkan 

Informasi mengenai kinerja 
dapat diandalkan 

3 

D. apabila 6096 < rata-rata capaian kinerja tahun 
berjalari yang melebvu tahun sebelumnya ~ 9096; dan 

E. apabila rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang 
melebihi tahun sebelumnya ~ 6096. 

PENJELASAN KOMPONEN/SUB KOMPONEN NO. 

• 

• 

• 



KONTROL 
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN % Y/T NILAI KERANGKA 

LOGIS 
A. PERENCANAAN KINERJA (30%) 30 
1 PERENCANAAN STRATEGIS (10%) 10 
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%) 2 
l Renstra OPD telah disusun 
2 Renstra telah memuat tujuan OK 
3 Tujuan yang ditetapkan te!ah dilengkapl dengan ukuran OK 

keberhasilan (indikator) 
4 Tujuan telah disertai target keberhasilannya OK 
5 Dokumen Renstra telah memuat sasaran OK 
6 Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran OK 
7 Dokumen Renstra telah memuat target tahunan OK 
8 Dokumen Renstra telah menyajikan !KU OK 
9 Renstra telah dipublikasikan OK 
b. KUALITAS RENSTRA (5%) s 
10 Tujuan telah berorientasi basil OK 
11 Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi OK 

kriteria ukuran keberhasilan yang baik 
12 Sasaran telah berorientasi basil OK 
13 Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi OK 

kriteria indikator kinerja yang bail< 
14 Target kinerja ditetapkan dengan baik OK 
15 Program/kegiatan merupakan car a untuk mencapai OK 

tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan 
16 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD OK 
17 Dokumen RPJMD /Renstra tel ah menetapkan hal-hal yang OK 

seharusnya ditetapkan 
c lMPLEMENTASl RENSTRA (3'%) 3 

18 Dokumen Renstra d.igunakan sebagai acuan penyusunan OK 
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 

19 Target jangka menengah dalam Renstra tel ah dimonitcr OK 
pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan 

20 Dokumen Renstra telah dlreviu secara berkala OK 

II PERENCAN'AAN KINER.JA TAHUNAN (20"h) 20 
a PEMENUHAN PERENCANAAN KJNERJA TAHUNAN (4%) 4 
1 Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun 
2 Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun OK 
3 PK telah menyajikan IKU OK 
4 PK telah dipublikasikan OK 

PERANGKAT DAERAH : . 

KERTAS KERJA EVALUASI (KKE) AKUNTABILITAS 
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA 

MAKASSAR TAHUN . 

FORMAT KERTAS KERJA EVALUASI (KKE) 

LAMPIRAN III 
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI 
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
MAKASSAR. 

-------·- 

,, 

• 

• 

r 



------ ------ ------ -- --- -- -- -- ---------------- 

KONTROL 
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN % Y/T Nil.Al KERANGKA 

WGIS 

b KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%) 10 
5 Sasaran telah berori.entasi hasil OK 
6 Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) tetah OK 

memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik 

7 Target kinerja ditetapkan dengan baik OK 
8 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran telah didukung OK 

oleh anggaran yang memadai 
9 Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh OK 

anggaran yang memadai 
10 Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra OK 
11 Dokumen PK tel ah menetapkan nal-hal yang seharusnya OK 

ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) 
12 Rencana Aksi atas iGnerja sudah ada OK 
13 Rencana Aksi atas Kinerja telah meneantumkan target secara OK 

periodik atas kinerja 
14 Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ OK 

komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka 
mencapai kinerja 

c IMPLEMENTASI PERENCANMN KINERJA TAHUNAN (6%) 6 
15 Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan OK 

anggaran 

16 Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk OK 
mengukur keberhasilan 

17 Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara OK 
berkala ' 

18 Rencana Alesi tel ah dimanfaatkan dalam pengarahan dan OK 
pengcrganisasian kegiatan 

19 Perjanjian iGnerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan OK 
(identi.fikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon Ill dan IV 

B. PENGUKURAN KINERJA (25'%} 25 
I PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) 5 
l Telah terdapat indikator kinerja utama (!KU) sebagai ukuran 

kinerja secara formal 
2 Telah terdapat ukuran kinerja tlngkat eselon Ill dan JV sebagai 

turunan kinerja atasannya 
3 Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja OK 
4 Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan OK 
11 KUALITAS PENGUKURAN (12,5%) 12,5 
s IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik OK 
6 IKU telah cukup untuk mengukur kinerja OK 
7 IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP OK 

8 Ukuran (lnclikator) kinerja eselon Ill dan IV telah memenuhi OK 
kriteria indikator kinerja yang baik 

9 Inclikator kinerja eselon Ill dan IV telah selaras dengan inclikator OK 
kinerja atasannya 

10 Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu OK 
pada IKU unit kerja organisasi/atasannya 

11 Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang OK 
12 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan OK 
13 Pengurnpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara OK 

berkala (bulanan/ triwulanan/semester) 
14 Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi OK 

infonnasi 

III IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7 ,5%) 7,5 

15 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan OK dan penganggaran 
16 IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja OK 

-----· ------- 

• 

• 



------ ------ ------ ------ -- -- -- -- -- 

KONTROL 
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN % Y/T NU.AI KERANGKA 

LOGIS 
17 Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya OK 
18 Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV OK 

keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar 
pemberian) reward & punishment 

19 IKU telah direviu secara berkala OK 
20 Pengukuran kinerja ates Rencana Aksi digunakan untuk OK 

pengendalian dan pernantauan kinerja secara berkala 

c. PELAPORAN KINERJA (15"/o) 15 
I PEMENUHAN PELAPORAN {3%) 3 
1 Laporan Kinerja telah disusun 
2 Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu OK 
3 Laporan Kinerja telah di upload kedalarn website OK 
4 Laporan Kinerja rnenyajikan informasi mengenai pencapaian IKU OK 
II PENYAJIAN INFORMASI KJNERJA (7,5"/o) 7,5 
5 Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang OK 

berorientasi outcome 
6 Laporan Kinerja menyajikan inforrnasi mengenai kinerja yang telah OK 

diperjanjikan 
7 La po ran Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai OK 

capaian kinerja 
8 Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang OK 

memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun 
sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan 

9 Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi OK 
penggunaan sumber daya 

10 Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait OK 
dengan pencapaian sasaran kinerja instansi 

11 Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan OK 
III PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%) 4,5 
12 lnformasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi OK 

akuntabilitas kinerja 
13 Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan OK 

perencanaan 

14 Inforrnasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan OK 
memperbaiki pe/aksanaan program dan kegiatan organisasi 

15 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan OK 
kinerja 

16 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja OK 

D. EVALUASI KJNERJA (10%) 10 
I PEMENUHAN EVALUASI (2%) 2 
1 Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja 

beserta hambatannya 
2 Evaluasi program telah dilakukan 
3 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan OK 
4 Hasil Evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada OK 

pihak-pihak yang berkepentingan 

JI KUALITAS EVALUASI (5%) 5 
5 Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai OK 

keberhasilan program 
6 Evaluasi program telah mernberikan rekomendasi -rekomendasi OK 

perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan 
7 Evaluasi program telah memberikan rekomendasi -rekornendasi OK 

perbaikan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan 
8 Pernantauan Rencana Aksi (RA) dilaksanakan dalam rangka OK 

mengendalikan kinerja 

• 

• 
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MOH. RAMDHAN POMANTO 

WALIKOTA MAKASSAR, 

TTD INSPEKTUR KOTA MAKASSAR . 

BAB III PENUTUP 
Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah pada (Perangkat Daerah). Kami menghargai 
upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen 
kinerja di lingkungan Instansi (Perangkat Daerah). 

dst. 
. , c. 
. , 

a , 
b. 

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami 
merekomendasikan kepada Kepala . . . . . . . . .. . . . . . . {Perangkat Dae rah) 
beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut: 

- 

• 

• 



Perolehan nilai tersebut tennasuk dalarn Kategori ... (AA/ A/BB/B/CC/C/D) 
dengan interpretasi ) sebutkan sesuai Petunju.k Telnis Lampiran I, 
Romawi Ill huruf C.3 : misalnya kategori C (Kurang, Sistem dan tatanan 
kuranq dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu 
ban yak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar). 

No. Aspek Bobot Nilai 
A. Perencanaan Kinerja 30% ....... 
B. Pengukuran Kinerja 25% ....... 
c. Pelaporan Kinerja 15% ....... 
D. Evaluasi Kinerja 10% . ...... 
E. Capaian Kinerja 20% . ...... 

Total 100% 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan clan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan 
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 ten tang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pernerintah, Peraturan Men PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 
dan Peraturan Walikota Makassar Nomor Tahun 2017 tanggal . 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, kami telah melakukan 
evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 
.•••... (sesuai tahun pelaksanaari kinerja yang dieualuasi] pada 
.................. (nama Perangkat Daerah), dengan hasil sebagai berikut: 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

PERANGKAT DAERAH 
NOMOR 
TANGGAL 

LAPORAN HASIL EVALUASI 
ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

KOTA MAKASSAR TAHUN .. 
(sesuai tahuri pelaksanaan kinerja yang dieuaiuasi) 

lalan Teduh 8erslnar No. 07 Komp. Griya f3Jar Mas, Makassar Kode Pos: 90224 
Telepon. (0411) 881SSO, Fax. (0411) 821S7SS 

E-mail: lnspelttorat_makassar@yahoo.'°m 

~ 
UKAS 

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 
INSPEKTORAT 

FORMAT DAN ISi LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI 
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
MAKASSAR. 

• 

• 



B. LATAR BELAKANG 
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program 
yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk 

. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan be bas KKN, 
meningkatnya kualitas pelayanan pu blik kepada masyarakat, dan 
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 
Penguatan akuntabilitas ini dila}<.sanakan dengan penerapan 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 
2014 tentang SAK.IP. 

BAB I PENDAHULUAN 

A. DASAR HUKUM 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia, Nomor 4741); 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 
lnstansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1842); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Evaluasi Atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 986); 

6. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor Tahun 
2017 tanggal ten tang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Si stem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 
Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar 
Tahun 2017 Nomor ). 

Laporan selengkapnya kami sampaikan sebagai berikut: 

dst. 
. ' 

. ' 
. ' a. 

b. 
c. 

Untuk itu direkomendasikan kepada Kepala (Perangkat Daerah) 
beserta jajarannya, untuk: 

: 

• 

• 



~- 

E. METODOLOGI 
Metodologi evaluasi menggunakan teknik "criteria ref 'errenced 
survey" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi 
langkah setiap komponen dan selanju tnya menilai secara 
keseluruhan dengan k.riteria evaluasi dari masing-masing 
komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi 
menggunakan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam menilai apakah Perangkat 
Daerah telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada 
fakta obyektif dan professional judgement dari evaluator. 

•. 

• 

D. RUANG LINGKUP 
Ruang Iingkup evaluasi SAK.IP meliputi kegiatan evaluasi terhadap 
perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan 
anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, 
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta 
pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas 
implementasi SAK.IP, mencakup: 
1. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di 

dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; 
2. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi 

kinerja; 
3. evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan 
4. evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang 

bersangku tan. 

e: 

SAK.IP pada 
di lingkungan 

C. TUJUAN 
1. memperoleh informasi tentang penerapan 

Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi 
Pemerintah Kota Makassar; 

2. menilai tingkat implementasi SAK.IP dan memeringkatkan hasil 
evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit organisasi di 
lingkungan Pemerintah Kota Makassar; 

3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan 
penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada 
Perangkat Daerah dan unit organisasi di lingkungan 
Pemerintah Kota Makassar; dan 

4. memonitor pelaksanaan tindaklanjut saran perbaikan hasil 
evaluasi SAKIP periode sebelumnya. 

• 

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah 
mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong 
adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu 
dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Bagi Pemerintah 
Daerah, evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi 
pemerintah daerah untuk secara konsisten meningkatkan 
implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) 
instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD. 



BAB II HASIL EVALUASI 
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistern 

(apabila tahun lalu dieoaluasi dan be/um menindaklanjuti sebagian/ seluruh 
rekomendasi LHE). 

dst. 

. , 
. ' ' a. 

b. 
c. 

H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA 
Rekornendasi evaluasi tahun lalu yang belum ditindak lanjuti, 
antara lain: 

(Gambaran Umum Implementasi SAKIP tersebut dapat menqambil data yang tercantum 
dalam RINGKASAN EKESEKUTIF dalam LKjIP OPD masinq-masinq). . 

Nilai 

No Sasaran 
Capaian 
Kinerja 

(%) 

1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah 
3 . Meningkatnya ................. 
4. Meningkatnya ..................... 

Hasil penilaian sendiri (self assessmenn atas realisasi pelaksanaan 
kegiatan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari .... 
( ) sasaran yang ditetapkan adalah % ( perseratus). 
Ke sasaran terse but, adalah: 

G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP 
........... (nama Perangkat Daerah) Kabupaten Pekalongan pada 
tahun anggaran (tahun pelaksanaan: yang dieualuasi) telah 
rnelaksanakan ( ) program dan ( ) 
kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut dirnaksudkan sebagai upaya 
untuk rnencapai ( ) sasaran. 

Kepegawaian 

Struktur Organisasi 

Tugas Pokok Fungsi 

F. GAMBARAN UMUM EVALUATAN 

• 

• 



- 

(Dal am poin. A s/ d E menguraikan hasil penilaian atas seluruh komponen dan sub 
komponeri penilaian akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang 
dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi dengan menyajikan 
hasil nilai, kriteria yang telah dipenuhi dan kelemahan-kelemahan) 

E. EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA 

D. EVALUASI ATAS EVALUASI INTERNAL 

C. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA 

B. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA • 
A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA 

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap 
seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan 
Instansi (nama Perangkat Daerah) Kota Makassar, dengan 
rincian sebagai berikut: 

Perolehan nilai terse but termasuk dalam Kategori 
(AA/ A/BB/B/CC/C/D) dengan interpretasi ) sebutkari sesuai 
Petunjuk Telnis Lampiran 1, Romawi III huruf C.2 : misalnya kategori C 
(Kuranq, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem 
untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan 
perbaikan yang mendasar). 

No. Aspek Bo bot Nilai 
A. Perencanaan Kinerja 30% 
B. Pengukuran Kinerja 25% 
c. Pelaporan Kinerja 15% 
D. Evaluasi Kinerja 10% 
E. Capaian Kinerja 20% 

Total 100% • 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Men PAN-RB 
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah, dan Peraturan 
Walikota Makassar Nomor Tahun 2017 tanggal tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, kami telah 
melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Tahun (sesuai tahun pelaksanaan kinerja 
yang dieualuasit pada (nama Perangkat Daerah), 
dengan hasil sebagai berikut: 

. .,.,. 



~«ff-> 
MOH.RAMDHANPOMANTO • 
WALIKOTA MAKASSAR, 

KETERANGAN : 

TULIS NAMA PERANGKAT DAERAH YANG 

DIEAVALUASI, KETIK ·y· ATAU 'T PADA KOLOM 

YANG BERWARNA HIJAU, 

KETIK 'A', 'B', 'C', 'D' ATAU 'E' PADA KOLOM YANG BERWARNA HlJAU, 

JANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN PADA KOLOM YANG BERWARNA KUNING ATAU ABU-ABU, 

NILAJ HASIL EVALUASI SAKIP 

KONTROL 
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN % Y/T NlLAJ KERANOKA 

LOGIS 

9 Pemantauan RA telah memberikan altematif perbaikan yang dapat OK 
dilaksanakan 

10 Hasil evaluasi RA telah menunjukkan perbaikan setiap periode. OK 

m PEMANFAATAN EVALUASI (3%) 3 

11 Hasil evaluasi 12r2gram telah ditindaklanjuti untuk perbaikan OK 
pelaksanaan program dimasa yang akan datang 

12 Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjub dalam bentuk OK 
langkah-langkah nyata 

E. PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI (2o>/o) 20 

I KINERJA YANG DILAPORKAN {OUTPUT) (7 ,5%) 7,5 

1 Target dapat dicapai 

2 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya 

3 In!ormasi mengenai kinerja dapat diandalkan 

ll KINERJA YANG DllAPORKAN (OUTCOME) (12,5%) 12,5 

4 Target dapat dicapai 

5 Capaian kinerja lebih bail< dari tahun sebelumnya 

6 ln!ormasi mengenai kinerja dapat diandalkan 
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERA 100 
(lOo>/o) • 


